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BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN
DAN PERIZINAN NON USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

Dipindal dengan CamScanner

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa dalam rangka meningkatkan  kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Rejang
Lebong yang transparan, akuntabel dan efektif serta
efisien, maka perlu disusun Standar Operasional
Prosedur Penyelesaian Perizinan dan Perizinan Non
Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;

bahwa untuk memberikan arahan dan acuan dalam
Penyelesaian Perizinan dan Perizinan Non Usaha di
Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu disusun suatu
pedoman yang dapat memberikan kejelasan dan
kemudahan kepada masyarakat dalam proses
penyelesaian Perizinan dan Perizinan Non Usaha;

bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian
hukum dalam penyelesaian Perizinan dan Perizinan Non
Usaha kepada masyarakat, maka perlu disusun Standar
Operasional Prosedur Penyelesaian Perizinan dan
Perizinan Non Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang
Lebong;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong
tentang Standar Operasional Prosedur Penyelesaian
Perizinan dan Perizinan Non Usaha pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2828),
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19539 teniang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas da
Korupsi, Holusi dan MNepaotisme (Lembaran ;
Tehun 1999 Nomor 75, Tamhahan Lembaran Ne
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modzal (Lembaran Negara Tzhun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
Undang-Undang Nomer 25 Tazhun 2009 tentang
Pelzvanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemhbentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tzhun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan
Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambzhan
Lembaran Negara Nomor 2854,

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tazhun 2009
tentang Pelavanan Publik (Lembaran Negara Tahun
2012 Nomor 2135, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinm
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 133).




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN DAN PERIZINAN
NON USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

2. Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang
Lebong.

8. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah ukuran
yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas yang wajib ditaati
oleh pemberi dan/atau penerima layanan.

10. Pelayanan Dinas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan.

11. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

12. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan persyaratan
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan
jenis pelayanannya.

13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan
usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

14, Perizinan Non Usaha adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas
fiskal dan informasi mengenai kegiatan usaha, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya SOP ini adalah agar pelaksanaan pelayanan perizinan

dan perizinan non usaha berjalan efektif dan efisien sesuai dengan visi dan
misi Dinas.

(2) Tujuan ditetapkannya SOP ini adalah sebagai berikut :

a. untuk pembakuan tolak ukur yang dipergunakan sebagai acuan
pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha kepada masyarakat; _

b. untuk memberikan komitmen atau janji dari Dinas selaku penyedia
layanan kepada masvarakat untuk memberikan kualitas layanan yang
terbaik; dan

c. sebagai bentuk transparansi dan akuntanbilitas pelayanan kepada
masyarakat.

Pasal 3

Komponen SOP paling sedikit memuat :

a.

b.
E,
d
e

(1)

-~Lipindal dengan CamScanner (ST

Dasar Hukum;
Persyaratan;
Mekanisme dan Prosedur;

Jangka waktu penyelesaian; dan
Biaya /tarif.

BAB III
JENIS PERIZINAN DAN PERIZINAN NON USAHA

Pasal 4

SOP merupakan tolak ukur/pedoman yang berkenaan dengan

prosedur/mekanisme penyelesaian Perizinan dan Perizinan Non Usaha yang

terdiri dari :

Nomor Induk Berusaha (NIBJ;
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
Tanda Daftar Gudang (TDG);

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
Izin Lembaga Latihan Kerja (ILLK);
Izin Lingkungan;

10. Izin Penyelenggara Reklame;

11.Izin Operasional Rumah Sakit;

12. Izin Mendirikan Puskesmas;

13.1zin Operasional Puskesmas;

14, Izin Mendirikan Klinik Rawat Inap;
15. Izin Mendirikan Klinik Rawat Jalan;
16. Izin Operasional Klinik;

17.1zin Mendirikan Apotik;

18. Izin Laboratorium:

19. 1zin Radiologi;

20. Surat Izin Optik;

21. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter:

22. Surat Izin Kerja Perawat (SKIP);

23. Surat lzin Praktek Bidan (SIPB);

24. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
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26.8
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29,
30.
31.
32.
33.
34.
335,
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37.
38.
39.
40.
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47.
48.
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92,
33.
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63.
64.
65.
66.
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70.

Surat Izin Praktek Kerja Apoteker (SIKA);

urat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF);

Surat lzin Praktek Fisioterapi SIPF);

Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan (SIKAK);

Surat Izin Kerja Sanitarian;

Surat lzin Kerja Tenaga Gizi;

Surat Izin Pelayanan Dialisis;

Surat Izin Pelayanan Darah;

Izin Klinik Kecantikan;

lzin Salon Kecantikan:

Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan;

Izin Toko Alat Kesehatan;

Izin Institusi Penguji Alat Kesehatan;

Surat Izin Panganan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
Surat [zin Panganan Kesehatan Rumah Tangga (P-KRT); .
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran/Rumah Makan/Depot Air;
Surat Izin Kerja Radiografer;

Surat Izin Refraksionis Optisen;

Surat lzin Kerja Okupasi Terafis;

Surat Izin Kerja Tenaga Ahli Gizi;

Surat Izin Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif,
Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisonal;

Surat Tanda Pengobatan Terdaftar;

Izin Pendidikan Lembaga Formal dan Non Formal;

Izin Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum;

Izin Berusaha Sektor Perindustrian;

[zin Sektor Perdagangan;

Izin Sektor Perhubungan;

[zin Sektor Komunikasi dan Informatika;

Izin Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Izin Sektor Agama dan Keagamaan;

Izin Sektor Ketenagakerjaan;

Izin Berusaha Sektor Perekonomian dan UMKM ;

Surat Izin Instalatur/Instalasi Kabel Rumah Gedung (IKRG);
Surat lzin Warung Internet dan Telekomunikasi;

Izin Trayek;

Izin Usaha Perkebunan (IUP);

Izin Usaha Peternakan;

I[zin Usaha Budidaya Perikanan;

lzin Mendirikan Hotel;

[zin Penelitian;

Surat Izin Usaha Budidaya Hortikultura;

Izin Pengelolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
Izin Berusaha Sektor Pertanian; dan

Izin Mendinikan Koperasi

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila berkas
permohonan serta persyaratan telah dipenuhi secara lengkap oleh pemohon.

(3) OPD yang secara teknis terkait dengan jenis Perizinan dan Perizinan Non
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berkewajiban untuk
melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan dan

Perizinan Non Usaha tersebut.

Pasal 5

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 06
Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perizinan
d{an Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ggar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
L;J;E:: ati i1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang
ng.

Ditetapkan di Curup
{ 2020

Pada tanggal g Apr]
BUPATI REJANG LEBONG,

Diundangkan di Curup
Pada tanggal % /@'Ph 2020

H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR ‘53{

s

HADWWATE YH-ML

NP B 02320000 1004
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1. NOMOR INDUK BERUSAHA (NIEB)
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Jenle Tebia Musa Berlaku Pemberi Desar Hukum Maksud dan Tujusn
lein - Pertimbangsn
1 | 2 3 A . : ; . ,
Homer | UL Feraturan Pemepintah Bomer 29 Tokue 2012 tenang Pelaysanon Lol \Qrﬁvh. trstdacrb s gt
frdiat Pervginein Terirlergreass Secura ek tranid sriirdibs dan lebak bk urdib pelni wiehs
Fiesruisiibss 2 Feraturan Merder Ledam Negerd Neooe s Fakwn 2017 tentarg  den mempereepal  pelaksarcann el
b.c_b_.,.... __...V.H_____q._?s?_ﬂ.ﬁ..uﬁab_b Poelestgrapuriry ._‘.w”.._-.ﬁ..«.__.ub.._ Seated Fonilud rrulab sk an k.
% Feraturan Menleri Pemberdagaan Aparatur Negara Nomer 172 Tabun
2601 7 Wertarg Pedoman FPenyelsnggarann Setem Informast Pelayanan
Heasiesroad
4. Keputusan Bupati Fejungy Lebong Nomor 18026841 Taban 26159
tentany Pelimpahan Eewenargan Perondatangan dan Pergelolaan
Perizinan dan Non Perizinan Fepada Dines Perarcran Modal dan
L | . Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Pejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktn
— 7 il — ] 8 9 10
Pelauki Uaahe 1. Peruhon datang ke 1. Foto Copy KTH Ep. G,- 1 (satuj hari kera
bndoet DEMPTEF mergisi | 2. NPWP (AR2f)
Sarrnulir prermebioran 3. BPJS Kesehatan
2. Menyerakikan syorat 4. Email Alif
permokonan seboagol
Eorrdtmen persyaraloan
=in
2. Didampirgt oleh
operator unituk
merngimput dota melalui
Q=55
£, Syarat lengrap, Proses

pemohon dapat
mergambil dofumen
Perizinan

IC f5125||:}in|=:IE|| dengan CamScanner
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2. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

perdagangan yang kekayaarn
bersihnya lebih dart
Ep.50.000.000,- s/d
Ep.500.000.000,- tidak
termasuk tanah tempat usaha;
b. SMUP Perusahaan Menengah
(PM), wajils chmiliki perusahaan
perdagangan yang kekayaan
bersthnya lebih dar
Rp.500.000.000,- s/d
Rp. 10.000.000.000,- tidak
termasuk tanah dan tempat
usaha; dan

Didampingi oleh operator

berbadan hukum (Koperasi)

untuk mengimput data 8, SIUP Asli yang lama (perpajangan)
melalud OSS; 9. Neraca 2 tahun berturut-turut (PT & Koperasi)
Syarat lengkap, Proses 10. Rekomendasi dari OPD Teknis

pemohon dapat
mengambil dokumen
Perizinan.

11. Materai 2 Rp 6000
12. Map kertas 2 lembar

Masa Berlaku Pemberi
Jenis Izin Ay Pertimbangan | Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
1 2 3 4 2 5
Surat [zin . Tim Teknis Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan |a. Telindungnya perusahaan yang
Usaha Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik menjalankan usahanya secara tertib,
Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017 tentang .____E_F...nmn.__._ terbuka
(SIUF) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Terbinanya usaha dan perusahaan,
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor. 13 _.,nmEn. perusahaan kecil, menengah dan
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Wmmn__.
Pelayanan Nasional = uamﬂn_hun.ﬂmﬁ tklim usaha yang sehat
Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019 dan tertib
tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengelolaan |d. Tergalinya sumber pendapatan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan daerah
Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Rejang Lebong ¢, Mencatat bahan-bahan keterangan
yang dibuat secara benar darl suatu
perusahaan dan merupakan sumber
informasi resmi untuk semua pihak
yang berkepentingan mengenal
identitas dan keterangan lainnya
tentang perusahaan
Sasaran Prosedur Persyaratan WWMM“MH Walktu
6 7 8 o 10
Setiap perusahaan yang . Pemohon datang ke loket | 1. Surat permohonar Rp. 0,- 3 (tiga) hart
melakukan kegiatan usaha DPMPTSP mengisi formulir | 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) kerja
perdagangan, permohonan; 3. Foto copy KTP pemohorn yang masih berlaku satu lembar
2. SIUP diklasifikasikan sebagai Menyerahkan syarat 4. NPWP (Pribadi/ Perusahaan)
berkut : permchonan sebagat 5. AKte pendirian yang dilegalisir Pengadilan setempat (CV)
. SIUP Perusahan Kecil (PK), fcomitmen persyaratan 6. Akte Pendirian dan Surat Pengesahan Menkumham (PT)
wajib dimiliki perusahaan iziry 7. Akte Pendirian dan surat Keputusan Pengesahan

§

|ESATL I.I.- _..||.l“_

ipindai dengan CamScanner
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SIUP Perusahaan Besar (PH),
weapls mermfiby pertisabiann
perdagangan yang kekayoar
bersihinga leinh dars

Ky 10,0060 606 006 tidak

termesuk tanoh tempat usaha. |

ipindai dengan CamScanner




3. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

perniagaan

di Kabupaten

Rejang Lebong, wajib memiliki
Tanda Daftar Gudang (TDG).

055

Perizinan

Sformulir permohonan

3. Pemeriksaan
Lokasi/ Lapangan

4. Didampingi oleh
operator uniuk
mengimput data melalui

5. Syarat lenglap, Proses
pemaohon dapat
mengarmbil dolumen

NP AL~

2. Menyerahkan syarat SIUP
permohonan sebagal BRJS
komitmen persyaratan Materai 6000 (2 Buah)
fZin Akte pendirian dan surat keputusan pengesahan berbadan

hukumfkoperasi)

TG asli yang lama (perpanjanga n)

Neraca 2 tahun berturu-turit (FTé&koperasi)
10.Rekamendasi dari OPD Teknis

11. Materai Rp 6000

12. Map kertas dua lembar

o

Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku satu lembar

Masa Berlaku Pemberi
Jenis Izin RS B Dasar Hukum Maksud dan Tujuan N
1 2 3 4 : 5
Tanda - Tim Teknis . Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terlindungnya  perusahaan  yang
Dajftar Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik menjalankan usahanya secara tertib,
Gudang . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 Jujur dan terbuka
(TDG) tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan - Terbinanya usaha dan perusahaan,
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang perusahaan  kecl, menengah dan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu besar
. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun . Terciptanya iklim usaha yang sehat
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan dan tertib
Nasional Tengahnya sumber dan pengamanan
. Keputusan Bupati Fejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019 daerah
tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengelolaan Mencatat bahan-bahan keterangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Moedal dan yang dibuat secara benar dari suatu
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong perusahaan dan merupakan sumber
informasi resmi untuk semua pihak
yang berkepentingan mengenat
identitas dan keterangan lainnya
tentang perusahaan
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
. 6 8 9 10
Yang Emaz?_.nx menggunakan | 1. Pemohon datang ke - [ Surat permohonan Rp. 0,- 3 [tiga) hari
tempat penyimpanan barang loket DPMPTSP mengist Nomor Induk Berusaha (NIB) kerja

Dipindai dengan CamScanner



4. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

Jenis Izin _ Izin Pertimbangan Dasar Hukum dan Tujuan |
1 2 3 a - s |

Tanda = Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparnwisataan mzﬂ.__um___. Daya Alam dan Sumber Daya

Dafar 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan | Manusia yang berupa hayati maupun non

Usaha Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik hayati hasil rekayasa kreasi manusia
Pariwisata | 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | yang berupa h.Euntn dapat dimanfaatkan |
(TDUP| Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Fintu dan dilestarikan untuk kesejahteraan |
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Euﬂ_ow 13 Tahun Enmw_n.dhn,h luas dengan menjadikannya |
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan | sebagai objek dan daya tarik wisata. .

_ Nasional
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.V1 Tahun 2019 _
tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengelolaan

Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
[ 6 7 8 9 10 |
Usaha kebudayaan dan ” 1. Pemohon datang ke | 1. Surat permohonan Rp.0,- 3 (tiga) hari kerja
panuwisata meliputi usaha loket DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
jasa kebudayaan dan jasa mengisi formulir 3. SIUP
pariwisata, pengusahaan permohonan; 4. Foto copy KTFP
| objek dan daya tarik | 2. Menyerahkan syarat 5. BPJS
| wisata, usaha sarana dan permohonan sebagai & IMB
kebudayaan dan komitmen persyaratan | 7. Izin Lokast
pariwisata, jenis usaha | izirg 8. Izin Lingkungan
dan budaoya seria usaha | 3. Didamping oleh 9, [zin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan
Iain yang terkait. operator untuk 10. Rekomendasi Dari OFD Teknis
mengimput data 11. Fhoto Copy Keanggotaan/ ADART (TDUP asli untuk perpanjangan)
melalui OSS; 12. Foto copy NEWFP
4. Syarat lengkap, 13. Pas foto ukuran 3=4 2 lembar
Proses pemohon dapat
mengambil dokumen
Perizinan,

C Shipindai dengan CamScanner



5. SURAT IZIN USAHA INDUSTRI (SIUI)

_..Hﬂﬂ.mu Izin Masa Berlaku Pemberi Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin Pertimbangan : 5
1 2 3 | , : . z - ] -
Surat Izin = Tim Teknis | 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tertang Perindustrian .:..mﬁ nﬂ.ﬁ.nz pemberian Izin Industri (IUJ)
Usaha 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 teniang Pelayanan % [vi .HM_:. oy perisaha
i Perzi 143 [ S ra Elektronik . :.nmt. saftaan yang
H‘.MMMUJ 3. ﬁmﬂﬂhﬁnﬂﬂﬂwﬁmﬂnwﬂhﬂ Negeri Nomor 138 Tahun 2017 fentang EmE&niB: usahanya secara tertib,
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu & %L_.__Mwﬁnn terbuka
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun | 2. Terbinanya usaha dan perusahaan,
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informast Pelayanan perusahaan kecil, menengah dan besar
Nl 3. u.waﬁﬁuaw@n iklim usaha yang sehat
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368. V] Tahun 2019 .mnE ?mwu.w
Tentang Pelimpahan kewenangan penandatangan dan pengelolaan | 4. Terjalinnya sumber dan pengamanan
perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan daerah , : ;
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong 5. Sebagat sumber informasi resmi untuk
semua pihak yang berkepentingan
mengenal identitas dan keterangan
lainnya tentang perusahaan dimaksud
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
[ 6 7 8 9 10
1. Perusahaan Kecil; 1. Pemohon datang ke . Surat Permohonar Rp. 0,- 3 ftiga) hari kerja
2. Perusahaan Menengah; loket DPMPTSP Nomor Induk Berusaha {NIB}
3. Perusahaan Besar. mengist formulir . Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku satu lembar
BPJS

3

2

3

permohonan 4.
2. Menyerahkan syarat 5. Rekomendasi dari OFD Teknis

6

7.

8

permohonan sebagei IUI Asli yang lama (perpajangan)
Fomitmen persyaratan Rekomendasi Tim Teknis
izin IMB dan Lunas FBB

3. Pemeriksaan 9, Materai 2 Ep 6000
Lokasi/ Lapangarn 10. Map kertas 2 lembar

4. Didampingi oleh
operator untuk
mengimput data
melalui OSS

5. Syarat lengkap,
Proses pemohon dapat
mengambil dokumen
Perizinan

[

Dipindai dengan CamScanner

BT



6. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

._“hﬂﬂnu Izin | Masa HMM.N__.!#H WNMM”“*E Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
1 2 3 4 B 5
Izin Usaha : Tim Teknis | 1. Peraturan Menteri Nomor : 04 /PRT//M/2011 tentang Pemberian lzin | Tenaga kerja sebagai mitra pengusaha
Jasa Usaha Jasa Kontruksi Nasional .. merupakan salah satu pendukung dan
Konstruksi 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Penzinan | pelaksana pembangunan perekonomian _
(IUJK) Terintegrasi Secara Elektronik yang sangat penting bagi peningkatan |
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 138 Tahun 2017 tentang | kesejahleraan masyarakat, pengelolaan |
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang tenaga kerjaan perlu didukung |
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomer 13 Tahun | dengan pelayanan, pembinaan dan |
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informast Pelayanan | pengawasan.
Nasional
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan kewenangan penandatangan dan pengelolaan
perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan
_ Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong |
| Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu m
6 . 7 _ 8 9 10
Setinp  orang/ badan | 1. Pemohon datang ke | 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi Bengkulu _ Rp.0,- 3 (tiga) hari keja |
hukum/ badan wusaha/ loket DPMPTSP | 2. Akte Perusahaan
perusahaan yang mengisi formulir | 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) _ _
| menggunakan usaho Lm_.nma_ permohonan | #. BPRJS _ _
| kortruksi atau mendirikan | 2. Menyerahkan syarat | 5. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) |
perusahaan penggerak permohonan sebagai | 6. Pas foto Direktur/ Direktris 3x4 2(dua) lembar
jasa tenaga Kerja arau komitmen persyaratan 7. Tenaga Tekmik dan pas foto 2x3 2{dua) lembar _ _
penempatan fenaga kerja iZin | & KTP setempat _
di daerah harus memiliki | 3. Didampingi oleh | 9. Foto Copy Jjazah S1 untuk jasa Konsultan (Dilegalisir) _ _

izin dari Bupari

eperutor untuk
mermmpu?t datia
melahui OS5S
Syarar lenghkap,

Proses pemohon dapat

10.Foto Copy ljazah STM untuk jasa Kontraktor (Difegalisir)
11.Tenaga non STM, linzah + KTP

12.Pengisian Blangko formulir Isian permohonan

13.NPWP

14.Map Flastk Jepit (wama) Hijau 2 buah

mengambil dokumen

Penxinan

L “Dipindai dengan CamScanner



7. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Maksud dan Tujuan

Masa Berlaku Pemberi Dasar Hukum
Jenis Izin Izin Pertimbangan - 5
hﬁm: m Tim %ﬁrﬂu.m T FPeraturan Preciden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan | I. ﬁm%_ WM oo kejelasan bagi objek dan
L. o : . = subjek pelayanan sehingga dalam
Mendirikan Perizinan Terintegrasi Secarn Elekiromn '
- H Lebong Nomor 32 Tahun 2011 pelaksanaan pelayanan dapat berjalan
Bangunan 2. Peraturan Daerah ?ﬁeuﬁnqm:m,mﬁ__ ang ¥ efektif, efisien, transparan, akuntabel
{ ] irthan Bangunan : : *
s 3 H“nhmnﬂmuhm”wwwfm%ﬂﬁ hmbu:pwﬁ Nomor 18 Tahun 2012 tentang dan tepat wakitu
. : . G unan 2. Aspek rencana tata ruang, kepastian
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bang 2019 Raitiit
4. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368. VI Tahun ___ M.Hﬁﬂt_.%m __ m hmln:n}n_.r keamanan
Tentang Pelimpahan kewenangan penandatangdn dan pengelolaan an kese'amatan, serta kenyamanan
perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal darn | 3. .,ammE:”_Emwn; .wmm_.m:nnn yang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong fungsional sesuai dengan tata
bangunan dan serasi dengan
lngkungannya
4. Syarat penerbitan sertifikasi Loyal
Jungsi bangunan
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
G 7 8 9 10
Izin yang diberikan bagi 1. Pengajuan 1. Mengisi formulir Surat Permohonan Dihitung 3 (tiga) hari
Orang-orang yang ingin permohonan izin di 2. Foto Copy sural keterangan status hak milik tanah / sertifikat berdasarkan Perda kerja
mendirikan bangunan baik tempat pelayanan 3. Gambar bangunan yang akan didirikan lengkap dengan denah | Kab.Rejang Lebong
untuk tempat tinggal informasi dan tampak depan dan tampak samping dengan detail gambar dan
maupun bangunan untulk pendaftaran sudah disahkan oleh dinas B
usaha. 2. Penenmaan berkas 4. Foto Copy KTP / Lunas PER
permohonan izindari | 5. Rekomendasi Camat Setempat
pemohon 6. Pengisian Blangko yang mengetahui Lurah/Kepala Desa
3. Pemeriksaan berlcas Setempat
4. Pemeriksaan 7. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang
lokasi/ lapangan Lebong Bidang Cipta Karya
3. Proses perizinan, 8. Surat pernyataan tidak keberatan sebelah menyebelah
a. .m.mx.mmﬂran suratl 9. Surat pernyataan tunduk pada peraturan dengan ketentuan yang
perizinan beriaku

1o,

Il

Dokumen Linglungan/Rekomendasi Lingkungan bagi Perumahan
dengan luas s ] Ha
Dokumen Lingkungan/Rekomendasi Linglungan bagi Perumahan
dengan luas = 1 Ha

Dipindal dengan CamScanner




8. IZIN LEMBAGA LATIHAN KERJA (ILLK)

Jenis lziy = Masa Berlaku
—
1ZIN
LEMBAGA
LATIHAN
.—I.m..nﬂ..g__.....
(ILLK)

3

Setiap orang/ badan
bukrimy badan usaha
peresaluian yesig

(7

 Pertimbangan

| Tim Teknis

— e

mengunaban tenaga kerja |2,

eesirig ateu rrcrelinkean
perusahann penggerak

jsas tencigge Kerjer gl [
)

penempatan fenaga kerja
di ¢lnerah hares memilika
tzin dart Bupati

S

Pemberi

3

g0 Peraturun

Dasar Hukum

4

Preswdens Nomor 249 Talun

Penzinan .___.‘..___q._.:._q_..:_....._ Secora Elektromk

Cara Perzinan Lembaga Pelatithan Kerfo

Unedang-Undaneg Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga keraa

I,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 199 tentang Latthan Kerja
2018 tentang  FPelayeatian

Keputusan Menten Tenaga Kerja Nomaor 229/ Men/ 2003 tentung Tata

5. Keputusan Bupati Rejeneg Lebong Nomor 180 368 VI Tahun 2009

Tentang Pelimpohan hewenangan penandatangan dan pengelolaan
perizman dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Moedal dan

Prosedur

Persyaratan

7

B8

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong

Pemohon datang ke
loket DPMPTSP mengisi
formulir permohonan
Menyerahkan syarat
permohonan sebagal
Komitmen persyaratan
izin

Ihdamping oleh
operator uniuk
merngqumput dala
melalui OSS

Syarat lenghap. Proses
pemohaon dapeat
menggambil dokumen
Perzinan

Sural permoliornan

Nomor Induk Berusal (NIB)

BRJs

Foto copy KTP

Foto vopy akte pendinan perusahaan
Foto copy NPWP

Rekomendase dan OPD Teknis

Maksud dan Tujuan
e
Tenaga herga sebagal mitra pengusaha
merupakan salah satu pendukung dan
pelaksana pembangunanperekonaminn
Lang sangal penhng bagt peningkatan
hesejahteraan masyarakar, pengelolaan
thindang ketenaga kerjaan perlu didukung

tengan pelayanan, pembinaan dan
PN sen.

Foto copy tanda ekt kepemilikan lahan/ starus tanah
Foto copy IMB dan Lunas PBEB tahun terakhir

Standar Biaya Waktu
o i 3 .10
REp.0,- d faga) hart kerja

C g}ipindai dengan CamScanner



9. IZIN LINGKUNGAN

Masa Berlaku |  Pemberi | i Maksud dan _
_ Jenis Izin _ Izin | Pertimbangan _ b.:uﬂn Hite S S Hw&.lﬂﬂﬂ[.-
— _2 I - 4 LH (Perdindungan | 1. Pengendalin e —
I=in _ Sepanjang Tim Teknis | 1. Undang-Uncdang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan | 1. .m:ﬁ:: n...:_:_:, terhadap dampak |
Lingkungan tusaha Sdak dan Pengolahan Linghkungan Hidup) . lingkungan hidup,
| benibah lokasi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 temtang Analisis | 2. Pengawasan dampak dari aktifftas
_ kKegiainn | mengenal Dampak Linghungan ) . kegiatan/ usaha/kegiatan terhadap |
masih “ 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan _E_n__n..ﬁ. |
beriangsing . Lingkungan 3. ma:.az evaluasi Hmz_n.s.:pu _
| 4. Pemturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan kegiatan/usaha/ kegiatan
Perizinan Terntergrasi Secara Elektronik perusahaan _
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 q.,mh.z;_ M_u___.m |
tentang Jenis rencana usaha dan/ataw kegiatan yang waib memiliki |
. Analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup {(SPPL)
_ 6. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 34 talwn 2015 tentang
_ _ Pedaman lzin Lingkungan
7. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
_ Tentang Pelimpahan kewenangan penandatangan dan pengelolacn
perzinan dan non penzinan kepada Dinas Penanaman Modal dan
|H Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
_ Sasaran | Prosedur Persyaratan Standar Biaya * Walktu ]
6 | 7 8 9 10

I. Perusahaan Terbatas, 1. Pemohon datang ke 1. Izin lokasi asli Bp. 0,- 3 ftiga) har

cv loket DPMPTSP mengisi | 2, Foto Copy KTP kerja

_ 2. Perusahaan yang Sormulir permohonan 3. Nemor Induk Berusaha (NI8) _
bergerak dibidang 2. Menyerahkan syarat 4. SILIP
Kontruksi, permohonan sebageo 5. BPJS

3. Perusahaun yang Kamitmen persyaratan . Dokumen pendin |
bergerak dalam bidang Lzin 7. Profil Usaha _

| Jasadan pelayanan, 3. Drddampineg ofeh 8. Surat Permohonan Bermatrai

4. Perusahaan yang opertor untuk 9. Akte Pendirian _
bergerak dalam bidang mengimput data 10. Dokumen Lingkungan/ Rekomendasi Lingkungan 7
pertambangan dan melalul O8S 11. Perumahan = 1 Ha, dilengkapi dengan fzin Lokasi
ETCrg, 4. Syarat lenghap, Prozes :

& Perusahaan yang pemohon dapat _
bergerak dalam bidang mergantiil dokumen 7
perkebunarn. dan lain- Perizinan

| dain - __ _

_'f--'.‘ﬁipindal dengan CamScanner

i i




10.1ZIN PENYELENGGARA REKLAME

Jenis Izig = Masa Berlaku Pemberi . Dasar Hultum Maksud dan Tujuan
- Izin Pertimbangan = _
1 2 3 [ e ; . — -
Ein T (Satuj takun | Tim Teknis | 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Mwmvﬁmcmmwwwwmﬁumﬂm%mmﬁ%ﬁwn.n_n
Feklame Retribusi Daerah
mﬂwwn“ﬂﬂ. h g | 2. Peraturan Presiden Nomaor 24 ﬂarﬁ: 2018 tentang Pelayanan M_.wmﬂ.ww_naﬁﬂn Jmmntn:h: dapat berjalan
. Perizinan Terintergrasi Secara Elektronik ) _ ektif, efisien,transparan, akuntabel dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak | tepat waktu.
_ Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
4. __u_ﬂﬂw___:ﬂnn Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nemor 21 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame
. 5. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2016 tentang
" Penyelenggaraan Reklame
6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
tentang Pelimpahan kewenangan penandatangan dan pengelolaan
7 perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan
L _ | Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
_ Sasaran Prosedur _ Persyaratan Standar Biaya Waktu
o 6 7 8 9 10
Izin yang diberikan bagi 1. Pengajuan 1. Foto copy KTP pemohon/ Indentitas dird yang sah sebanyak Dihitung 3 (tiga) han
Chrearug-arang yerg ingin permohonan tzin di rangkap 3 (tiga) berdasarkan Perda kcerja
mendirikan Reklame atau fempat pelayanan 2. Foto copy NPWP sebanyak rangkap 3 friga) Kab.Rejang Lebong
Baliho batk ukuran kecil, informasi dan 4. Surat keterangan pendaftaran wajib pajak reklame dar Dinas
sedang, dan besar pendaftaran Pendapatan Daerah bagi pemohon izin barny/ awal
2. Penerimaan berkas 4. Foto copy surat setoran pajak daerah (pajak daerah) (pajak
permohonan izin dart reklame) tahun sebelumnya sebanyak rangkap 3 (tiga), untuk
pemohon permohonan perpanjangan penyelenggaraan reklame
3. Pemeriksaan berkas 3. Surat pernyataan bertanggung jawab atas semua kerugian yang
4. Froses perizinoan timbul akibat pemnasangan reklame dimalsud yang dibuat di atas
3, Penyerahan surat segel atau kertas bermatrai secukupnya
perizinan 6. Gambar situasi / denah titik lokasi sebanyak rangkap 3 f{tiga)
7. Gambar kontruksi dan [ o
. perhitungannya yang mendapat
pengesahan dari SKPD terkait sebanyak rangkap 3 {tigpe)
8. Gambar desain (foto) reklame yang akan dipasang sebanyak
rarigkap 3 {tiga)
- 9. Map plastik warna kuning 1 buah

.

e ———

Dipindai dengan CamScanner

e T




11.IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

F Masa Berlaku Pemberi leum _ Maksud d
.|h_E=h o Izin Pertimbangan sty o
1 ) 3 4 5
fzin : Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Unfuk — menyelenggarakan  pelayanan
Operasional 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan | kesehatan setelah memenuhi persayaratan
Rumah Perizinan Terintergrasi Secara Elektronik dan standar
Sakit 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaradii Sistem Informas Pelayanan
Nasional
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Klasifilasi dan Perizinan Rumah Sakit !
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi
dan Perfzinanan Rumah Sakit
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nemor 3 Tahun 2012
tentanyg Perizinan Bidang Kesehatan
8. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dings Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
B T 8 9 10
Dokumen Operasional 1. Pemohon datang ke 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- i _ f
Rumah Saldt loket DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha {NIB) % i i
merngisi formulir 3. BILP
permoehonan 4. IMB Rumah salkit
2. Menyerahkan syarat 5. [zin Lokasi
permohonan sebagai 5. f=in Linghkungan
Fomitmen 7. Rekomedasi dari OFD Teknis
persyaratan izin 8. Prafil Rumah Sakdt
4. Didampingi oleh 9. Daftar Pelatan Medis dan Non Medis
operator untuk 10. Daftar Ketersedian Farmasi dan Alat Kesehatan
mengimput data
melalui 0SS
4. Syarat lenghkap,
Proses pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

Dipindai dengan CamScanner



12.1ZIN MENDIRIKAN PUSKESMAS

Jenis Izin Masa Berlakn Pemberi Dasar Hulkum | Maksud dan Eﬂl.ﬂ
L Izin Pertimbangan 3
1 3 a1l
. En m Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | Wnnﬁnn menyelenggarakan pelayanan
Mendirikan 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan | = tan
Puskesmas Perizinan Terintergrasi Secara Elektronik -
= 3. Peraturan ..F..uﬂmm Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu m
4, mma%:«mp%m“_:mzuml ﬁmhgﬁ.n._.___nn: Aparatur Negara Nomor 13 Tahun |
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan |
| Nasional
| 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar |
_ Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas _
&. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat |
Kesehatan Masyarakat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomeor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
8. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Felayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
. 6 7T 8 | 9 i0
Pemohon datang ke | 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga} hari kerja
loket DPMPTSP 2. IMEB
Dokumen Mendirikan mengist formulir 3. Fhoto Copy Kepemilikan tanah (Sertifikat Tanah)
Puskesmas permohanan 4. Gambar Desain
Menyerahkan syarat | 5. Rekomednsi dari OPD Teknis
permohonan sebagai | 6. Propil Puskesmas
komitmen | 7. Daftar Pelatan Medis dan Non Medis
persyaratan izin & Daftar Ketersedian Farmasi
Didampingi oleh 9. Daftar Ketanagakerjaan
operator untuk 10. Dokumen Lingkungan/Rekomendasi Lingkungan dari Dinas
mengimput data Lingkungan Hidup
melalui 0SS
Syarat lenghkap,
Prases pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

L Sipindai dengan CamScanner



13.1ZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

| Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku _ Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
1 2 3 4 S
=zin = Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatarn Untuk  menyelenggarakan  pelayanan
Operasional 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 lentang Pelayanan | kesehatan
Puskesmas Perizinan Terintergrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Nasioral.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nemor 3 Tahun 2012
tentang Penzinan Bidang Kesehatan
7. Keputusan Bupati Rejang lLebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
__ & 7 8 9 10
Dokumen Operasional Pemohon datang ke 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 ffiga) hari kerja
Puskesmas loket DPMPTSP mengisi |2, IMB
formulir permohonan 3. Fhoto Copy Kepemilikan tanah (Sertifikat Tanah)
Menyerahkan syarat 4. Rekomedast dart OPD Teknis
permohonan sebagai 5. BRJS NPWP (Penanggung Jawab PKM)
komitmen persyaratan | 6. Surat [jin Lama
izin 7. Fhoto Copy Kerjasama MOU Limbah Medis
Didampingi oleh 8. Fheto Copy ..m?, Pengangkan Kepala Puskesmas
operator untuk 9. Dokumen Lingkungan/ Rekomendasi Lingkungan dari Dinas
mengimput data Lingkungan Hidup
Mmﬁnﬁdmﬂmﬂ i 10. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi. Bangunan,
yarai rengioag, B prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaaan SIP/SIK yang

pemohon dapat

mengambil doloumer
Perizinan

masih berlaku, dan pengorganisasian
1 11. Nomor Register Puskesmas

Dipindai dengan CamScanner



14.1ZIN MENDIRIKAN KLINIK RAWAT INAP

Masa Pemberi
—_ Izin y B L -
: : : ; ? Untulke I 5
Izin . Tim Tenis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ,: 1 menyelenggarakan  pelaganan
Mendirikan 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan | kesehatan
Klinik Perizinan Terintergrasi Secara Elektronik
Rawat Inap 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Nasional
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor. 13 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyelenggaraaan Sistem Informasi
Pelayanan Nasfonal

6, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nemor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan

8. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong

Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
6 T 8 9 10
1. Pemohon datang ke 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga} hart kerja
Settap Orang atau Badan loket DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Usaha atau Berbadan mengist formulir 3. Rekomendasi OPD Telknis
Hukum yang bergerak di permohonan 4. Akte Pendirian dari Notaris
bidang Jasa Pelayanan | 2. Menyerahkan syarat | 5. Keterangan Domist
Kesehatan dan permohonan sebagai | 6. Surat Pengangkatan Dokter Penanggung jawah
Mentyedikan Sarana dan komitmen 7. Surat Pemyataan bersedia sebagai Dokter Penanggung Jawab
Prasarana  harus memiliki persyaratan izin 8. Struktur Organisasi
Izin 3. Didampingt oleh 9. Kekomendasi dari OPD Teknis
operator untuk 10.IMEB Klinik
mengimput data 11.Fhoto Copy Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan yang ada di
melalui OS5 filinik
4. Syarat lenghkap, 12, Daftar Ketenagaan
Proses pemohon 13.Daftar ketersedian farmasi dan alat kesehatan
dapat menganil 14. Dokumen Lingkungan/ Rekomendasi Linghungan
dokumen Perizinan

. Dipindai dengan CamScanner



15.1ZIN MENDIRIKAN KLINIK RAWAT JALAN

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Malksud dan Tujuan
_=_= . Izin
¥ 2 3 4 5
Lzin Tim Tenis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Eﬁn# menyelenggarakan  pelayanan

Mendirikan - 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan | kesehatan

Klinik Perizinan Terintergrasi Secara Elektronik

Rawat 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Jalan Penyelenggaraan Pelayanan Terpacu Satu Pintu

FE&M«&%@&&EE. Eu.wrmﬁnﬁhnn: Aparatur Negara Nomor 13 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan

Nasional

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara .__”._____bqﬂﬁw. 13 .HH.THH
2017 tentang Pedoman Penyelenggaranan Sistem Informasi
Pelayanan Nasional L

b.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan

8, Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong

e

.

Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
) 6 ) 7 8 9 10
Setiap Orang atau HBadan Pemohon datang ke 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum loket DPMPTSEP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
wang  bergerak  dibidang mergisi formudir 3. Akte Pendirian dari Notaris
Jasa pefayanon Kesehatan permohoner 4. Rekomendasi OPD Teknis
dan Menyediakan sarana | 2. Menyerahkan syarat | 5. Surat Pengangkatan Dokter Penanggung jawah
tan  prasarane horus permohonan sebagai | 6. Surat  Pernyataan  bersedia sebagai  Dokter Penanggung
menilik izin kamitmen el
persyaratan izin 7. Struktur Organisasi
3. Didampingi oleh 8. IMEB Klinik
opperator it 9. Fhoto Copy Surat lzin Kerja Tenaga Kesehatan yang ada di
mengimput data Klinck:
melalul 0SS 10.Daftar Ketenagpan
4. Syarat lenghap, 11.Daftar ketersedian farmasi dan alat kesehatan
Froses pemohaon
dapal mengamibif &
- N dokumen Perizinan

s T

Dipindal dengan CamScanner



16.1ZIN OPERASIONAL KLINIK

dan  prasarana
memiiki izin

dan Menyediakan sarono

harus

Menyerahkan syarat

koritmen

persyaratan izin

. Didampingi oleh
operator untuk

mengimput data

melalil OS5

Syarat lengkap,
FProses pemohon

dapat mengamdbil

dokumen Perzinan

Pemberi
Jenis Izin h”ﬂnﬂnn__ﬂ Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tu Lfreern
Izin 5
= 1 2 3 - hatan Untuk menyel
| Lzin = Tim Tenis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kese Dt | hocat st belenggarakan  pelayanan
Operasional 2. Peraturan Presiden Nomor 24 ﬁmﬁmEh_ 2018 tentang ay esehatan |
Kiind Perizinan Tenntergrasi Secara Elektronik.
" 3. Peraturan Emﬁmﬂm Dalam Negeri Nomor Wﬂwx Tahun 2017 tentang "
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu |
4. mm:%:wnmwmhm:uml h.,mﬁwginnzn: Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoeman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Nasional,
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor. 13 u__..b__mE..m
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraaan Sistem Informasi
Pelayanan Nasional o
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pernizinan Bidang Kesehatan
8. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
_ | Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
_ Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
6 7 8 9 10
Setiap Orang atau Badan Pemohan datang ke 1. Mengisti Surat Permohonan Rp. 0,- 3 (higa} hari kerja
| Usaha atau Badan Hukum loket DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
yang bergerak dibidang mengist formulir 3. Akte Pendirian dari Notaris
Jasa pelayanan Kesehatan permohonan 4. Fhoto Copy sertifikat/ bukti kepemilikan lain
3.

swasta

Rekomendasi OFD Teknis

Daftar Pealatan Medis dan Non Medis

Daftar Ketersedian Farmasi

Dokumen Lingkumgan/ Rekomendasi Lingkungan

L ]

Profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian,
permohonan sebagat lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan
kefarmasian, laboratorium serta pelayanan STTS PPB untuk

T — A ek 8

L Dipindai dengan CamScanner



17.1ZIN MENDIRIKAN APOTIK

Masa

Jenis Izin Berlaku

Pemberi
Pertimbangan

Dasar Hukum

hﬂnE dan _H.nnnwnnn-ﬂ

Izin

3

e

5

1 2

IZIN =

MENDIRIKAN
APOTEK

Tim Teknis

2 L N~

tn

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1963 tentang Farmast

Peraturan Fresiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Terinfergrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Apotik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor347/Menkes/SK/ VIl Tahun
1960 tentang Obat Wajib Apotik

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X Tahun
1993 tentang Ketentuan dan tata cara Pemberian lzin Apotik
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1332/ Menkes/SK/X/ 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nemor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan

Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentani Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong

Untuk melayani kebutuhan obat, bahan

obaf, alat kesehatan serig perbekalan
dengan
untuk
kesehatan

Sfarmasi
kebutuhan
meningkatkan
masyarakat

lainnya  sesuaai
masyrarakat
derajat

Prosedur

Seticpy Oreng atau Boadan
Useha afan Bodon Hukoum
yong  bergerak dilndang
Jusa pelayanan Kesehalan
clan  Menyediokan  sorana
eloin [areLsara harrus
reanlik ety

1,

ods

.

Persyaratan

Standar Biaya Walktu

8

10

Pengajuan

permohoncn tzin di

tempeal pelayona
informast dan
pendaftaran

Menyerahakan syaral
permaohonoe selbogel
komitmen persyaratan

fin
Syl lenihop,
Proscse __k.,_zc__::_

n

edeipaand ool

cdakumen Pertzine

in

. Mengisi Surat Permohonan
 Nomor Induk Berusaha (NIB)
. Foto Copy SIUP

& Gy B e

masth berlaka
. Sural Izin Kerja (SIPA)
. Fhoto Copy peta lokasi dan denah bangunan/ ruangan Apotik
. Rekomendasi dari OPD Teknis
I

SO,

1o,
IL

Daftar sarana dan prasarana alat perlengkapan Apotik

merjacli APA di Apotik farmasian lain

- Foto Copy KTP surat tanda regristrasi (STRA) Apoteker yang

. Fholo Copy Surat Izin Kerja Tenaga kesehatan yang ada di apotik

.,nﬂ.::: permyataan dari Apoteker Pengelola Apotik (APA) bahwa
fiddak bekerja tetap pada Perusahaan farmasi lain dan tidak

Ep. 0,-
kerja

3 _‘m.ﬂnh__, hari

[

=fipindai dengan (

amScanner

-
A




12,

17.

18,

18,

13.

14,
15.

I6.

Akte perjanjian  kerjasama Apoteker  dengan pengelola

otik/ Pemilik sarana Apotik _ ‘
%ﬂnﬂ pernyataan pemilik sarana Apotik dan Apoteker ?n..n..r.
terlibat pelanggararn Perundang-Undang bidang Kefarmasian

Mﬂ.ﬂﬁ m%hmmunnn menerima Apoteker sebagai pengelola Apotik
dan Pemilik Sarana )

Fote Copy surat lzin Apotik (SIA] karena penggantian Apoteker
pengelola Apotik (APA) dan pemilik Sarand Apotik (FSA) .
Foto Copy Akta perjanjian kerjasama Apoteker pengelola Apotik
(APA) dan Pemilik Sarana Apotik (PSA) . 5

Foto Copy Akte jual beli apotik / buleti kepemilikan fanah /

sertifikat tanah / sewa / kontrak :
Asli dan foto copy surat izin atasan (bagi pemohon PNS dan

pegawai instansi pemerintah lainnya
Dokumen Lingkungan/ Rekomendasi Lingkungarn

N

[
Bt
g
I 1
T

an CamScanner

- Hipindai deng



18.1ZIN LABORATORIUM

———

I Pemberi
Jenis fzin hﬂﬂﬂhﬂ: Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
il 1 2 3 4 . 5
LZIN - Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Meningkatkan — Kualitas pelayanan
LABORATORIUM 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan | pemeriksaaan laboratorium  sehingga
Perizinan Terintergrasi Secara Elekironik dapat  memberikan pelayanan yang
3. Peraturan Meneteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang | tepat, wepal, akurat dapat menutjang
Laboratorium Kiinik ketepatan diagnose
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nemor 43 tahun 2015 tentang cara
penyelenggaraan Laboratorivim Klinik yang baik
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Nasional
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/1 Tahun
2002 tentang Laboratorium Kesehntan Swasta
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomeor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
9. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Penandatangan  dan
Pengelahaan Perizinan dan  Non Perzinan Kepaoda Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten
Rejang Lebong
_\ Sasaran Prosedur Persyaratan mﬂnﬁn Waktu
6 — & 8 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengapuan . 1. Mengisi Surat Permohonan Rp. O,- 3 (tiga) hari kerja
Usaha atau Bodan Hubum | permohonan tzin di 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
yang bergerak dibidang tempat pelayanan 3. Foto Copy SIUP
Jjasa pelayanan Kesehatan informasi dan 4. Foto Copy KTP Akte Pendrian bagi pengelola Swasta
dan Menyediakan sarana _ pendafinran 5. Fhoto Copy peta Lokasi dan denah bangqunan
dan  prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat | 6. Rekomendasi dari OPD Teknis
memhka izin permohonan sebagar 7. IMB
Fomitmen persyaratan | 8. Surat permyataan dar dinas kesehatan
Fa ] U, Surat pemyataan kesanggupan penanggung jawalb Labor
| 3. Syarat lengkap, 10. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis
| Prosese pemohaon 11, Surat pernyataon kesanggqupan mengikutu progran pemantapan
_ dapat mengambil Mt
| dokumen Perizinan 12. Data kelengkapan bangunean
_ 13. Data kelengkapan peralatan
L | i 14. Dokumen Lingkungan/ Rekomenda s Linghungan

Dipindal dengan CamScanner



19.1ZIN RADIOLOGI

_ M |  Pemberi | |
Jenis Izin m.n..n““: | Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan !
— | Izin | |
. 1 _ 2 _ 3 " 4 . 5 _ 1
ZIN R _ Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ﬂm_&...nﬁn_.:.__.mm slandarisasi  pelayanan |
| RADIOLOGH | 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan | radiologi diagnostik sebagai pelayanan |
Perizinan Terintergrasi Secara Elektronik kesehatan kepada masyarakat |
| 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang |
_ Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
“ 4. ﬁmagﬂnhmmﬁm:_ml Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 1 3 Tahun _
_ | 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Nasonal, _
5. Peraturan Meneteri Kesehatan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang _
Penyelenggaraan Radiografer _
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
7. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nemor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
L Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
& 7 8 g 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan permohonan | 1. Mengisi Surat Permohonan Rp. 0,- 3 friga) hari |
Usaha atau Badan Hukum izin di tempar 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) kerja _
yang bergerak dibidang pelayanan informasi 3. Foto Copy SIUP
Jasa pelayanan FKesehatan dan pendaftaran 4. Foto Copy KTP Akte Pendirian bagi pengelola Swasta
dan Menyediakan sarana | 2. Menyerahakan syarat 5. Fhoto Copy NPWP
dan  prasarana harus permaohionan sebagom 6. Fhote Capy ljnzah Radiografer
memiifd izin Konutmen persyaratan 7. Fhoto Copy BPJS
e ] 8. STR Radiolagi !
3. Syarat lengkap, Prosese | 9. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi (PAR]) _
pemohan dapat 10. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek/ketrangan dari |
mengambil dekumen sarana Pelayanan Kesehatan sebagai tempat prakteknya
Perizinan 11. Denah Runagan Praktek dan almat Praktel:
12, Fhoto Copy peta Lokasi dan denah bangunan f
13. Rekomendasi dari OPD Teknis
I4. IMB
L 13. Surat pemyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis

- s e

C! Dipindai dengan CamScanner




<0. SURAT IZIN OFTIK

Masa " Pemberi
wfenis Irin Eerlaku Fertimbangan Dasar Hukwum Maksud dan Tujuan
: - . S . N T— — S——
1 2 3 4 - S |
STRAT | . T D TeRmis | L Usdang-Undang NomerJdo Dahun 2009 tenfang Resehatan | Untuk Mendiskripsikan alat-alar optik dan |
ZUN OPTIR 32 Peraniran Mresiden Nomor 24 Twhun 2018 rentang Pelayanan | penempannya schan-har sebagal sebagas
Perizinan Terntergnasi Secara Eloktronik wadah untuk  pemeriksaan  keschatan |
3 Percruman Mentert Dalam Negert Nomor 138 Tahun 2017 tenfang | mata .
Penpclengovsuan Pelaganan w__“,.q._.i: Sam Pinm
2. Peruriran Mentern! Pembeniayaan Apararur Negari Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelenggaraan Sistem Informasi Pelaganan
Nasional.
3 Pempmiran Meneteri Resehatan RI Nomor 544/ Menkes/ SK/AN/ 2002
tentang Regristrasi dan lxin kerja Refraksionis Ophisen .
o, KNepumisan Menten Kesehatan RI Nomor 1424, MENKES/ SK/X1/2002
tentang pedoman penpelenggaraan Opnikal
7. Feramuran Daecrah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Peniminan Bidang Keschatan
8. Keputusan Bupar Rejang Lebong Nomor [80.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengelahaan
‘erizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Moedal dan
i | | Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan WNMHH Waktu
(3] ¥ ] 9 10
Serap Orang atau Badan | 1. Pengapian 1. Memngisi Surat Permohonan Ep. 0,- 3 {Higa) hari
| Usaha atauw Badan Hukum permohonan izin i 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) kerja
| yang bergerak dibidang tempat pelayanan 3. Foto Copy SIUP
Jasa pelayanan Kesehatan informasi dan 4. Foto Copy KTF Akte Pendrian bagi pengelola Swasta,
dan AMenyediakan sarana pendaftaran 3. Fhoto Copy Akte Pendirian perusahaan Optikal yang disahkan eleh
| dan  prasarana harus | 2. Menyerahakan syarat Notaris untuk penyelengaraan yang berbentuk perusahaan bukan
| rmemliid izin permohonan sebagai perorangan
n komitmen persyaratan | 6. Fhoto Copy peta Lokasi dan denah bangunan
_ A 7. Rekomendasi dari OPD Teknis
_ 3. Syarat lenghap, 8. IMB
_ Prosese pemolion 9. Surat pemyataan kesesian Refraksionis optisen unfuk menjadi
| dapat mengambil penangunggioteab pada Optik yang akan didinkan
dokumen Perizinan 10. Surat perjanjian pemilik sarana dengan Refraksionis Optisen tersebut
11. Surat  keterangan dari pejabat setempat yang benwenang yang
menyatakan bahwa refraksionis optisen sebagai penanggungjawab
12. Fhoto Copy ljazah Refraksionis Optisen yang dilegalisir ]
l 13. Dokumen Lingkungan/ Rekomendasi Linghkungan i

Dipindai dengan CamScanner



21.SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukurn Maksud dan Tujuan
Izin
1 2 3 4 5
SURAT IZIN . Tim Teknis 1. Undang-Undang Nemor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Salah satu syarat bagi seorang dokter |
PRAKTEK (SIP) 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | agar dapat melaksankaan prakritk
DOKTER Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kﬁﬂermm_...n: untuk melayani masyarakat
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Emmﬁ.__ﬁ.m.ﬂnuznﬁ 13 .H.ﬁ,_E___._, dalam bidang kesehatan
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem  Informasi
Pelayanan Nasional.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Pernzinan Kepadea Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
6 7 8 9 i0
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengafuan Mengisi Formulir Permohonan Hp. 0,- 3 ftiga) hari kerjo

Usaha atau Badan Hulum
yang bergerak dibidang
Jasa pelayanan Kesehatan

permohonan izin i

tempat pelayanan

informasi dan

Fota Copy KTP
. Foto Copy NPWP
Fhoto Copy [jazah

.

® NG Nk N~

dan Menyediakan sarana pendaftaran Fhoto Copy BRIS
dan prasarang  harus | 2. Menyerahakan syarat Surat Rekomendasi dari OFD Teknis
memliti izin permohanan sebagai Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi
komitmen persyaratan Fhoto Copy Surat Regristrasi Dokter yang dilegalisir Asli oleh
izin Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku
3. Syarat lengkap, 8. Surat Pernyataan mempunyal tempat praktek/keterangan dari
Prosese pemohon saranan Pelayanan Kesehatan sebgai tempat Prakteknya
dapat mengamiil 10, Fhoto Copy peta Lokasi dan denah ruangan praktek dan alamat

dokumen Pertzinan Praktek

11, Daftar Alat dan Formulir laporan
12. Dokumen Lingkungan/ Rekomendasi Lingkungan
13. Pas Fhoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Dipindai dengan CamScanner




22.SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIKP)

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hulcum Maksud dan Tujuan
Izin
S Emhuﬂ ZIN 2 Tim q._.q...m._nim 1. Undang-Undang Nemor 36 Ta r:“ 2009 tentang Kesehatan Salah satu syarat bagi seorang perawat
KERJA . 2. ﬁaﬁhwn: E.E_%ml Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | agar dapat melaksankaan prakritknya
PERAWAT Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu £ W.H_ME._” melayani masyarakat dalam
(SIKP) 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor wm dafem ang kesshatan
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem nformast
Pelayanan Nasional.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan UU 38 Tahun 2018 tentang
Keperawaltan
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nemor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan clan Pengolahaan
Perizinan dan Nen Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
6 7 8 g 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohoriar Ep. 0,- 3 ftiga} hari kerja

Usaha atau Bodan Hukum
wang bergerak dibidang
Jjasa pelayanan Kesehatan
dan Menyediakan sarana

dan  prosaranda
memliki izin

hariis

permohonan izin di

2. Foto Copy KTP

tempat pelayanan 3. Foto Copy NPWP

informasi dan 4. Fhoto Copy ljazah

pendaftaran 5. Fhoto Copy BRJS .
Menyerahakan syarat | 6. Fhoto Copy Surat [zin Perawat (SIP}/ STR yang masih berlaku
permohonan sebagai 7. Surat rekomendasi dar Organisasi Profest (PPNI)

komitmen persyaratan | 8. Rekomendasi dari OPD Teknis

izin 9, Denah Alamat Kerja

Syarat lengkap, 10. Surat Keterangan Sehat dari Dokter

FProsese pemohon 11. Map Kertas 4 Buah

12. Dokomen Linghungan/ Rekomendasi Linghkungan

dapat mengambil J
13. Pas Fhoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

dokumen Perizinan

amScanner

i~
rl

Dipindai dengan




23.SURAT IZIN KERJA BIDAN (SIPB)

| Masa Pemberi
| JJenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
— | Izin i === —
L 1 | 2 _ 3 | 4 5
SURAT ZIN = Tim Teknis 1. :::.:..ﬂ....;._..%...tﬁ Nomor J6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Salah satu syarat bugi seorang bidan
KERJA BIDAN | 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | agar dapat melaksankaan praksitknya
(SIKB) | Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk  melayani  masyarakat  dalam
ﬁ 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun | bidang kesehatan
_ 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraun Sistem  Informasi
_ . Pelayanan Nasiona
_ 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 28 Tahun 2017
| tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Ridan
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2013
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
- - Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong |
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu _
6 _ 7 8 9 10 ,
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengapian 1. Mengisi Formulir Permohanan Rp. 0,- 3 (tiga) hari
Usaha atau Badan Hukum permohonan izin di 2. Foto Copy KTP kerja
yang bergerak dibidang fempat pelayanan 3. Foto Copy NPWP
jasa pelayanan Kesehatan informasi dan 4. Fhoto Copy linzah
dan Menyediakan sarana pendaftaran 8. Fhoto Copy BPJS
dan  prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat | 6. Fhoto Copy Surat Izin Bidan (SIB)/STR yang masih berlaku
memiliki izin permohonan sebagai 7. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBi}
komitmen persyaratan | 8. Surat Rekomendasi OPD Teknis
izirn 9. Surat Rekomendasi Pimpinan Puskesmas/Wilayah Kerja
3. Syarat lenghap, Tempat Prakiek
Prosese pemohon 10, Denah Alamat Kerja
dapat mengambil 11. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
dokumen Perizinan 12. Dokumen Lingkungan/ Rekomendasi Lingkungan _
13, Map Kertas 4 Buah
14. Pas Fhoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

:ﬁipindar dengan (

amScanner

-
=]




24.SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)

* Masa Pemberi
| Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan _
| - Izin |
1 2 3 o 5 ]
SURAT IZIN - Tim Teknis I. Undang-Undang Nomor 36 Talun 2009 tentang Kesehatan Salah satu syarat bagi searang Apotek |
| PRAKTEK 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | agar dapat melaksankaan prahritknya
| APAOTEKER Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Bintu dalam  bidang  kefarmasian  untuk |
_ (SIPA) 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara .h__.._...n__:_uﬂ 13 ﬂam_tj melayani masyarakat dalam bndang _
2017 temtang Pedoman Penyelenggaraan Sigtem  Informasi | kesehatan
Pelayanan Nasional.
7 4. __#._Em___:_ﬂ: Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
_ tentang Perizinan Bidang Kesehatan -
| 5. .mn._.uhu:w:.mﬂ: .m.r__-ﬂn__._. Enn__”ﬁunm__. hm.hﬁh_hu Nomaor 180.368. VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perzinan Kepada Dinas Penanamarn AMadal dan
_ - Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejung Lebong o
Sasaran m Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
6 _ 7 e 8 9 10
| Setiap |.mm«w..h|=t_ atau Badan | 1. Pengapan 1. h_..uﬁ:mﬁ.m_...ﬂc::::._. Permohonan Rp. 0,- 3 (riga) hari kerja
| Usaha atau Badan Hukum | permohonan tzin di 2. Foro Copy KTP
yang bergerak  dibidang tempat prelayanarn 3. Foto Copy NPWP .
Jasa pelayanan Keschatan | inforrmasi dan 4. Fhote Copy ljazah Apoteker yang disahkan  oleh
dun Menyediakan sarana pendaftaran pentielengagara Pendidikan Apoteker “
dan  prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat | 5. Fhoto Copy BPJS
memiiki izn permohonan sehagal 6. Fhoto Copy Surat Izin Apotik (SIA) yang masih berlaku
komitmen persyaratan | 7. Surat reteranngean dlar Pimpinan Sarana
L= Kefarmasian: Apateker penanggung jowab jeng mengatakeon
3. Sparut lengkap, masih bekerin pada sarana yang bersanghultan |
Prosese pemaohon 8 Surar Rekomenedosi dand Organisasi Profesi
[ @ Surar Rekemondast dart OPD Teknis

elagrat mengambil

dokumen Penznon

| 1 STR yang masih beraku

11. Dennh Alamar Kera

12, Surat Keterangan Schat dard Dokter

13. Map Kertas 4 Buah

14, Pas Fhoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

ipindai dengan CamScanner

~
Yo




25.SURAT IZIN PRAKTEK KERJA APOTEKER (SIKA)

dapal mengambil
dokumen Perizinan

9. Surat Rekomendast OPD Teknis

10. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
11, STR yang masth beralu

12. Denah Alamat Kerja

1.3. Surat Kelerangan Sehat dari Dokter

14. Map Kertas 4 Buah

15. Pas Fhoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Masa Pemberi ]
Jenis Izin Berlaku | Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
- 1 2 3 4 S
SURAT IZIN - Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Salah satu syarat bagi seorang Apotek
PRAKTEK 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | agar dapat melaksankaan prakritknya
KERJA Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinlu dalam bidang kefarmasian untuk
APOTEKER 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun | melayani masyarakat dalam bidang
(SIPKA) 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi | kesehatan
Pelayanan Nasional.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Penzinan Bidang Kesehatan
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
L Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
=7 B & . T 8 9 10
finp Orang atau Badan Pengajuean 1. Mengisi Formulir Permohonan - _ ] _
Usaha atou Badan Hukum permohonan izin di 2 m,cm”mmaht KTP Re- 0 i
yang bergerak dibidang tempal pelayanan 3. Foto Copy NPWP
Jasa pelayanan Kesehatan informasi dan 4. Fhoto Copy ljazah Apoteker yang disahkan oleh
dan Menyediakan sarana pendaftaran penyelenggara Pendidikan Apoteker
dan  prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat | 5. Fhoto Copy BPJS
memliki izin permeohonan sebagai 6. Fhoto Copy Surat lzin Apetik (SIA) yang masih berlaku
komitmen persyaratan | 7. Fhoto Copy (SIPA) yang masih berlaku
izin 8. Surat Keteranngan dari FPimpinan
4. wwﬂawﬂhmnmwnha Wmh__.m_dznm_”n:.h_\bﬁounhmw penangegung ?En@.ﬂn:m EN:QMWMM“”
pemochan masth bekerfa puda sarana yang bersangkutan

W mem amEEks bereeeas

ﬁu::inﬂa; dengan CamScanner




6. SURAT 1ZIN KERJA FISIOTERAPI (SIKF)

Moso
denis lzin Derlaku
Iein
1 8 |
SURAT BN .
KIERIA
FUESIOTI AP
[ E)
Sasaran
[

Setiap Orang atae Bedan
Usab oo Beadeoe Thakuo
yang  hergerak dibidang
Saaser peclapgernan Kesehaton
efeens Mernygediokan sarang
tfern Jrrasciran hers
rire ik Bzin

Pemberi
Pertimbangan
N ]
Ty Tekrnis L.
o
o,
.-ﬂ.
Prosedur
T
Pengajian

permolonan ixn i
tempat peloayanoan
informast doan
prendaftaran

Menyerahakan syarat
permaohonan sebageal &,
kamitmer persgaralan

1=in

Syarat lengkap,
Prosese pemohon
elerpet mengamiil
dokumen Perizinan

Dasar Hukurm

¥}
Eraederrre- Chnederniey Nogior 36 Tahom 2000 fentangg Keschatan
bq.._,;:_H___.._:...".E_.___:.._“..,__“,_:. Daten Negeri Nomor 138 Taluin 2017 tentang
Penyelengagaraan Pelayenan Tegpadie Satu Pt
Perotiran Menterd Pemberdoggecn Apperalur Nep
XN E dentang Pedomon Pongelenggegearaen
Pedangernnon Nesional.
Peraturan Dacreh Keabupeten Wi Lashiongg Nowor
tentaneg Perisinean Hidang Keseliatan . ,
h._.m._.z._:..__.“..:: Hupati Rejung Tebong Nomor 180368V Tahtn ...m_,.:.u
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangean dlan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Madal dan

wret Nomor 13 Talwn
Sistem  Infornmast

3 Tahun 20012

Maksud dan H..E..ﬁ:n-.ﬂ

5
Hentuk — pelayanan kesehatan  yang |
elitupukean  kepada  individu  dan  /atau
kelompak Linfuk mengembangkan,

memelihara dan memulihkan gerak fungsi
tubuh

Puskesmas/ Klinik tempat Kerja

Suret Rekomendasi dari OPD Teknis

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
STR yang masih berlaku

Denah Alameat Kerja

16k Surat Keterangan Sehal dar Dokter

11. Map Kertas 41 Buah

12. Pas Fhoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Pelayanan Terpeadii satu pinti Kabupaten Rejang Lebotg I |
- Persyaratan Standar Blaya Waktu
RAERE ——8 9 10
T |1, Mengisi Formulir Permehonan Rp. 0,- 3 (tiga) hari kerja
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy NPWP
4, Fhoto Copy BPJS , .
5 Surat  Keterangan  dari  pimpinan Rumah  Sakit/

Shipindai dengan CamScanner



27.SURAT IZIN PRAKTER FISIOTERAFI (SIFF)

s Pemberi Maksud dan Tujuan
Jenis [zin Berlaku Pertimbangan Dasar Hulkum ua
| Izin 5
“_H 1 2 : ) - ] N 36 E_-EH M%m HNHHQ.HW xﬁhﬁgHg Bukti tertulis E:ﬂ&ﬁl_ﬂ_ﬂ .nnﬁnh__ﬁ__.._.n—wﬁn:.
Wﬁ%ﬁz - Tim Teknis M Wﬁﬁhﬂ::ﬁw“&m”wmluMMuﬁz Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang w#nﬂhn ﬁw:....ﬁnnwna praktik  pelayanan
RAP " Pe Terpadu Satu Pintu sioterafis secara mandiri "dam/atau
m_um_“\n.mwumm_ i 3. Hﬁ“ﬂﬁmﬂﬁ“ﬁﬂﬁ“ﬁﬂ&MHﬁ Aparatur Negara Nomor 13 u.ﬁrtj pada fasilitasi pelayanan kesehatan
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem  Informasi
Pelayanan Nasional
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Fenanamart Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
(] 7 8 9 . 10 : .
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan Mengisi Formulir Permohonan Ep. 0,- 3 (tiga) hari kerja

Usaha atau Badan Hukum
yang bergerak dibidang
Jasa pelayanan Kesehotan
dan Menyediakan sarana
dan  prasarana  harus | 2.
| memliki izin

permohonan tzin di
tempat pelayanarn
informasi dan
pendaftaran
Menyerahakan syarat
permohonan sebagai
komitmen persyaratan
izin
3. Syarat lengkap,
Frosese pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

Foto Copy KTP

Foto Copy NPWFP

Fhoto Copy BPJS

Fhoto Copy ljazah Pendidikan Fisioterafis yang diakui

Pemerintah

Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan

Kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja

7. Surat rekomendasi dard OPD Teknis

8. Surat keterangan menyelesaikan adaptasi bagi Lulusan Luar
Negeri

8. 8IF yang masth berlaku

18. Denah Alamat Kerja

11. Burat Keterangan Sehat dari Dolkcter

12, Map Kertas 4 Buah

13. Pas Fhoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Mo Bk Lo b

<D ipindai dengan CamScanner




28.SURAT IZIN KERJA ANALISIS KESEHATAN (SIKAK)

M Pemberi [ [
 Jenis Izin | h&...nhm._.__ Pertimbangan | Dasar Hukum Maksud dan Tujuan _
fl= ) Izin g P : S
fo=—"% 1 2 @ | ) . IR——- - s o

SURAT IZIN - Tim Teknis | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan | Sarana Keschatan yang melaksanakan _
ANALISIS 2 Peraturan __:.._:,h_.,.l Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 201+ tentang | pelayanan pemenksaan, penguiumn, |
KESEHATAN | Penuelenggaraan Pelayanan Terpadi Satu Pintut . | Fenciapat, dar pengufian unruk |
(SIKAK) | 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negard ._____..E_:cﬁ 1.3 Tahun [ipASneniwiE. | femis penyakin,  penyebab
2017 tentang  Pedoman _‘..._n,:.:_.nd_.ﬁqﬁmw:l._.._.:_ Sistem Informas: h....w.:m.__.n___r.nh_ hondisi  kesehatan wang ._u_:mx.:
_ _ Pelayanan Nasional berpengaruh pada kesehatan perormngan
_ 4. Peraturan Daeral Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012 | dan masyarakat _
_ tentang Perizinan Bidang Kesehatan _
_ 5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368. VI Tahun 2019 | !
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
_ Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan _
| Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong ]
— i
Sasaran _ Prosedur Persyaratan . Standar Biaya | Waktu
— = = 6 _ - B 9 | 10
Setiap QOrang atau Badan | 1. Pengajuan | 1. Mengisi Formulir Permohanan m Ep. 0,- | 3 (niga) har kerja
Usaha atou Badan Hukum | permohonan iz di 2. Foto Copy KTP ! [
yang bemgerak  dibidang tempat pelayanan 3. Foto Capy NPWP
Jasa pelayanan Kesehatan informasi dan | 4. Fhoto Copy BRJS
dan Menyediokan sarana pendaftaran 5. Fhote Copy [jazah
dan  prasarana  harus | 2, Menyerahakan syarat | 6. Surat  Keterangan dari pimpinan sargna  pelayanan |
memiiki izin permohonan sebagal Kesehatan |
kemitmen persyaratan | 7. Surat Rekomedasi dari Organisasi Profesi yang masih _ |
izin berlaku
3. Syarat lengkap, | 8. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis
Prosese pemohon 9. Denah Alamat Kerja
dapat mengambil 10. Surat Keterangan Sehat dari Dokter

11. Map Kertas < Buah

dokumen Perizinan
| 12. Pas Fhoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

——

. Dipindai dengan CamScanner

L
]




29.SURAT KERJA SANITARIAN

yang bergerak dibidang

Jasa pelayanan Kesehatan | informasi dan

permohonan izin di
tempat pelayanan

Masa Pemberi M i
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hulum aksud dan Tujuan
= Izin =
1 2 3 = .n.m 009 tentang Kesehatan Bukti  tertulis pemberian kewenaagan
SURAT - Tim Teknis Undang-Undang Nomor 36 Tahun € , ; - 2rd
KERJA __umﬂzmwnz Em:.w.ml Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | untiuk menjalankan pekerjaan di bidang
SANITARIAN Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Fintu ._nm__mm?uunz lingkungan  pada  fasilitas
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor H.w Tahun | pelayanan kesehatan
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Nasional
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012 |
tentang Perizinan Bidang Kesehatan !
Keputusan Bupati Rejang Lebong Nemor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Ferizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas ..uﬁnnanﬂn: Modal dan m
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong 1
Basaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
5 7 3 9 10
Sefiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum

Foto Copy KTP
Foto Copy NPWP
Fhoto Copy BPJS

oDy Lo by

12. Pas Fhoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

dan Menyediakan sarana pendaftaran Fhoto Copy Jazah Sanitarian yang masith berlaku
dan  prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat Surat Keterangan dari pimpinan sgrang pelayanan
memiiki izin permohonan sebagat Resehatan

komitmen persyaratan | 7. Surat Rekomedasi dari Organisasi Profesi yang masih

izin berlaku

3. Syarat lengkap, 8. Surat Rekomendasi OPD Teknis

Prosese pemohon 8. Denah Alamat Kerja

dapat mengamibil 10. Surat Keterangan Sehat dari Dokter

dokumen Perizinan 11. Map Kertas 4 Buah

Bt N e T LB ]

;_

Bk
LS

amScanner

\.
bt

-flipindai dengan




e R e ]

S0.SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI

.

s Fhoto ukvran 4 x © sebanyak 2 lembar

Masa | Pemberi _
Jenis Izin huﬂn_ﬂ.ﬂn ,_ Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan “
R Izin R o |
1 I i 3 | 4 - — 5 ___ _
SURAT | - © Tim Teknis 1. Undang-l Indang Nomor 3o Tahun 2009 tentang Kesehatan - J._.__n_.nr bukn tertulis  pemberian |
LZIN 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang rm:ﬁm_namm: unutk:  menjalankan |
KER.IA Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas |
TENAGA 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun | pelayanan kesehatan m
GLet 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Nasiornal ’ _
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012 .
lentang Penzinan Bidarng Kesehatan |
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
L = = Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
= - T
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya | Waktu
- — — - - 9 | 10
Setiap Orang atau Hadan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- | 3 mgal hari kerja |
Usaha atau Badan Hulam permohonan izin di 2. Fote Copy KTP _ _
yang  bergerak dibidang tempat pelayarcrn 3. Foto Copy NPWP |
Josa pelaganan Keselwiton informasf dan . Fhoto Copy BEIS
dan Mengediakan  sarana pendaftaran . Sural  Keterangan  dar pimpinan sarana  pelayanan
dan  prasarana  harus | 2. Menyerahakan siparat Kesehatan
memliki izin permohionan sebagai | 6. Surat Rekomedasi dari Organisasi  Profesi yang masih _
komitmen persyardton berlaku _
fzin 7 Rekomendasi dart OPD Teknis |
d. Sparat lengheap, 8 Deaalt Alamat Kerja _
Prosese pemohon 9 Suret Keterangan Sehai dard Dokter
dapat mengoambil Lk Alap Kertas <4 Buah
dokumen Perizinan A,

Aipindai dengan CamScanner

i K



31.SURAT IZIN PELAYANAN DIALISIS

_ _ Masa Pemberi _ )
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan | Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
_ Izin |
m| 1 2 3 | 4 5 [
| SURAT IZIN | - Tim Teknis | 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pelayanan  pada fasikitas kesehatan
_ PELAYANAN _ 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | penggganfi  funsi  ginjal  sebgaia
DIALISIS | Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : | pengobatan pasien gagal ginjal m
7 . _ 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 1 3 Tahun | "
_ | 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistern Informasi Pelayanan . m
_ _ Nasional |
_ _ _ 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 812/MENKES/PER/2010
_ “ _ tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitasi
. _ _ Pelayanan Kesehatan
_ 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
“ _ tentang Perizinan Bidang Kesehatan _ _
_ 6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nemor 180.368.VI Tahun 2019 | _
_ _ Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan _ _
_ Perizinan dan Nen Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan | 7
_ Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong _ _
| Sasaran Prosedur _ Persyaratan Standar Biaya “ Walktu _
| 6 7 8 9 | 10 |
| Setiap Orang atau Badan 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0.- 3 (tiga) hari kerja |
Usaha atau Badan Hukum permohonan izin di 2. Fuoto Copy KTP !
yang bergerak dibidang tempat pelayanan 3. Foto Copy NPWP _
Jjasa pelayanan Kesehatan informast dan 4. Fhoto Copy IMB |
| dan Menyediakan sarana pendaftaran 5. Fhoto Copy BPJS
dan  prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat | 6. Fhoto Copy [juzah tenaga kerja lain (Non Kesehatarn)
| memliki izin permohonan sebagai 7. Daftar Peralatan yang dimiliki
komitmen persyaratan | 8. Daftar Hetenagakerjaan yang dimiliki
tzin | 9. Rekomendasi Dari OFD Teknis
. Syarat lengkap, 10. Surat Rekomedasi dari Orgarnisasi Profesi yang masih
Prosese pemohon | berlaku

dapat mengambil
dokumen Perizinan

11. Denah Alamat Kerja

12. Dokumen Lingkungan/ Rekomendasi Lingkungan
13. Surat Keterangan Sehat dar Dokter

14. Map Kertas 4 Buah

15. Pas Fholo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

'1. -
il ] i
| - "U|[:|1rl1 al dengan CamScanner



32.SURAT IZIN PELAYANAN DARAH

dapat mengambil
dokumen Perizinan

11. Denah Alamat Kerja

Pemberi )
Jenis Izin m“.nh“ﬂ: Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
1 2 3 4 = S .
SURAT IZIN . Tim Teknis | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatarn m.@nnna kesehatan dalam bidang
PELAYANAN 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | pelayanan  darch  dalam  upaya
DARAH Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Fintu i penyembuhan penyakit
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Talun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Nasional _
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang unit
transfusi darah, bank darah, rumah sakit, dan jejaringan pelayanarn,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.V1 Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan can Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
6 7 5 9 10
Setinp Orang atau Badan | 1. Pengdjuan 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga) hari kerja
Usoha atau Badan Hukum permohonan izin di 2, Foto Copy KTP
yang bergerak dibidang tempat pefayanan 3. Foto Copy NPWP
Jasa pelayanan Kesehatan informasi dan 4. Fhoto Copy IMB
dan Menyediakan sarana pendaftaran 5. Fhoto Copy BPIS
dan prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat | 6. Fhoto Copy ljazah tenaga kerja lain (Non Kesehatan)
mernliki izin permohonan sebagoi 7. Daftar Peralatan yang dimiliki
komitmen persyaratan | 8. Daftar Ketenagakerjaan yang dimiliki
izin 9, Rekomendasi Dari OPD Teknis
. Syarat lengkap, 10. Surat Rekomedasi dari Organisasi Profesi yang masih
Prosese pemohon berlaku

12. Dokumen Lingkungan/ Rekomendasi Lingkungan
13, Surat Keterangan Sehat dar Dokler

14. Map Kertas 4 Buah

15. Pas Fhoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

. 2Dipindai dengan CamScanner
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33.1ZIN KLINIK KECANTIKAN

_ Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Huloum Maksud dan Tujuan
e == ) Izin
e 8 2 3 4 —
IZIN KLINIK . Tint Teknis 1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Melagilisasi  kegiatan dan  sarana
KECANTIRAN 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang FPelayanan prasarana kesehatan dalam menjamin
Perizinan Terintegrasi secara Elektronik kegiatan pelayanan masyarakat
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Nasional
5. Keputusan Menteri Kesehatan nomar 920/Menkes/ Per/ XTI/ 1986
tentang upaya pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1189A/Menkes/SK/X/ 1999
fentang penetapan izin Kesehatan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
8. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
6 L 8 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 {tiga) hart kerja
Usaha atau Badan Hukum permohonan izin di 2. Nomor Induk Berusaha (NIB}
yang bergerak cdibidang tempat pelayanan 3. Foto Copy SIUP
Jasa pelayanan Kesehatan informasi dan 4. Foto Copy NPWP
dan Menyediakan sarana pendaftaran 5. Fhoto Copy IMB
dan prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat | 6. Fhoto Copy BPJS
memliki izin permohonan sebagai 7. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
komitmen persyaratan | 8. Sural Rekomendasi dari OPD Teknis
izin 9. Surat Pernyataan kesanggupan penanggu jowab salon
3. Syarat lengkap, kecantikan apabila ahli kecantiukan bukan pemilik salon
Prosese pemohon 10. Surat pernyataan Dokter Konsultan beserta izin praktek
dapat mengambil Dokter konsultan
dokumen Perizinan 11. Daftar Ketenagakerjaan yang dimiliki
12. Data Kelengkapan peralatan dan produk kosmetik
13. Denah Alamat Kerja

.fipindai dengan CamScanner



34.1ZIN SALON KECANTIKAN

dapat mengamibil
dokumen Pertzinain

11. Data Kelengkapan peralatan dan produk kosmetik
12, Denah Alamat Kerjo

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin _—
1 2 3 4 P 8
IZIN SALON = Tim Teknis | 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Melagilisasi  kegiatan dan  sarana
KECANTIKAN 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan prasarana kesehatan dalam menjamin
Perizinan Terintegrasi secara Elektronik kegiatan pelayanan masyarakat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tenlang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Saiu Pintu
o+ vna%ﬁwn—”mﬂmmzﬁl tﬂmwminunnn Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Nasional
5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1189A/Menkes/ SK/X/ 1999
tentang penetapan izin Kesehatan
6. Keputusan Menter Kesehatan nomor 920/ Menkes/ Per/ XIlf 1986
tentang upaya pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Kesehatan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Ferizinan Bidang Kesehatarn
8. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengelahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
_ | Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
& 7 & 9 10
| Setiap Orang atau Badan | Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum | permohonan izin di 2. Nemor Induk Berusaha (NIB)
yang bergerak dibidang tempat pelayanan 3. Foto Copy SIUP
Jjasa pelayanan Kesehatan informasi dan 4. Foto Copy NPFWFP
| dan Menyediakan sarana | pendaftaran 5. Fhoto Copy IMB
| dan  prasarana  harus Menyerahakan syarat | 6. Fhoto Copy BPJS
memliki izin permohonan sebagai 7. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
komitmen persyaratan | 8. Surat Rekemendasi dari OFD Teknis
izin 9. Surat Pernyataan kesanggupan penanggung jawab salon
. Syarat lengkap, kecantikan apabila ahli kecantikan bukan pemilik salon
Prosese pemohon 10, Daftar Ketenagakerjaan yang dimiliki

.Dipindal dengan CamScanner



S5.SURAT IZIN PRAKTER (SIF) DOKTER HEWAN

———e
Masa Pemberi
Jenis Irin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Irin
. 2 3 4 . : 5
Swrnt Inn ; Tim Teknis 1. Undang Undang Nomor 18 Taekun 2009 tentangSistem Peternakan | Meieoahses kegiatan pelaganan
Prakrek fan Kesehatan Heuan ) RESCNAIGN G masuarake?
= 2. Peraniran Presiden Nomor 24 Telun 201§ leniang Peicyanan
Doizer Perizinan Terintegrasi Secara Elekironik . AR
Hewean 3. Pergturan Femennrah Nomor 15 Tahun 1977 lenigng SEROGRGL *
Fernovoohan, Pemberaniasan dan Pengobaran Penyaatl meuan
2. Peraruran Pemerintah Nomor 22 takun 1983 teniang Aesenaian
Masyemat Velenner =
3 Pemimiman Memten Dalam Negeri Nomoer 138 Tahun 2017 teniang
Penyelenogaraan Pelayanan Terpadu Satu fintu
& Bermuran Menteri Femberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
201 7 iemang Pedoman .uﬁn.u.m...m n"nmhu..nh.“ Sistem Informas: Pelaganan
Nazgonal
7. Permmoun Menteri Bertanian Nomor &
02 Fermertan/OT// 140/ 1/ 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa
Medikc Veteriner
8. Keru—usan Supct Reiang Lebong Nemor 180.358.V] Tahun 2019
Tentang Feimpahan Aewenangan Penandarangan dan Perigolahaan
Ferizinan dan Non Serizingn Xepada Dings Penanaman Medal dan
Pelzuanan Terpadu satu pintu Nabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
5 7 8 9 10
Semiop Orong oicu Sodan | I, Permohon daianig we I. Merngi=i Formulir Bermghonan Rp. 0.- 2 fhigal) hari kerja
Usakg ateu Sadan Hukum loket DPAPTSP mengisi | 2. Foie Copu KIF
vang bhegernic  dfbidang Formufr Permohonan 3. Fomo Conu NPWP
inss pelonarnan Kesshotan 2. Menperohkan syarat 4. Fowo Copy Hazal
dan Menedickan sorana permohanan sebagal 5. Fete Copu 3275
ign prasgrang  harus komitmen persyaralan 6. Surgr Rekomedast dari Organisasi Profest
memiis imn &Zn 7. rFoto Copy Surar Registrasi Dokter dan dilegalizir asli oleh

Konsil Kedoiteran Indonesia yang masth beriaku
. Surmr Pernyatoan mempunyci fempat prakiek/ keterangan
i Dolzermen dari sarana FPeloyanan Resshatan scbagal tempat
Perizingn prokteknya

9. Denah Ruangan Praktek dan Alamar Prakek

10. Rekomendasi dart OFD Teknis

1i. Daftar Alat dan Formulir Laporan

12. Pasfato Ukuran Jx4 sebanyak 2 lembar

I3 Mop Kertas sebanyak 4 buah
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36.1ZIN TOKO ALAT KESEHATAN

dokumen Perizinan

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
1 2 3 4 i 5
1ZIN TOKO 3 Tim Teknis . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 teniang Kesehatan Tersedianya Alat-Alat Kesehatan yang
ALAT . Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan | dibutuhkan oleh masyarakat sebagai
KESEHATAN Perizinan Terintegrasi secara Elektronik diagnesis, pencegahan, pemantauan,
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | perlakuan atau pengurangan penyakit,
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Nasional
. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1191/ MENKES/ Pery XIlf 2010
tentang penyaluran alat Kesehatan
_ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
6 7 8 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohonan Ep. 0,- 3 (tiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum permohonan izin di 2. Nomor Induk Berusaha (NIBJ
yang bergerak dibidang tempat pelayanarn 3. Foto Copy SIUP
jasa pelayanan Kesehatan informasi dan 4, Foto Copy NPWP
dan Menyediakan sarana pendaftaran 5. Fhoto Copy IMB
dan  prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat | 6. Fhoto Copy BPIS
memiiki izin permohonan sebagai 7. Rekomandast dari OPD Teknis
komitmen persyaratan | 8. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
eirt 9, Fhoto Copy Ifazah Elekiromedis
. Syarat lengkap, 10. Dokumen Lingkungan/ Rekomendasi Lingkungan
Prosese pemohon 11, Surat Pernyataan Penanggungjawakh
dapat mengambil 12. Denah Alamat Kerja

i

|~ ipindai den
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37.1ZIN INSTITUSI PENGUJI ALAT KESEHATAN
ey e
asa Pemnberi
Rowietuth N.H..E.w: ot Dasar Hulkum Maksud dan Tujuan “.
Izin - 5
ﬁwz = Tim M.‘mam I. Undang-Undang Nomor 36 ﬂn::“_ 2009 tentang Kesehatan Untuk — menjamin  tersedianya  alat
INSTITUSI - 2. mmEEﬁn hnwmnmnmn Nomor 24 Tahun 2018 teniang Pelayanan | kesehatan sesuai standar, pelayanan,
PENGUIT Perizinan Terintegrasi secara Elektronik persayaratan mutu, rmna.ﬁg:. manfaat,
ALAT 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang keselamatan dan laik pakai :
KESEHATAN Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. m.mmm_wn:wﬂmzuml bmh_emﬂnmﬁn: Aparatur Negara Nomor 13 Tahun !
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraarn Sistem Informasi Pelayanan W
Nasional
5. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 363/ Menkes/ Per/ IV/ 1998
tentang penguji dan Kalibrasi Alat Kesehatan o
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengut
dan Kalibrasi Alat Kesehatan
7 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
8. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 20189 ]
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran _ Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
[ 7 g a9 10
| Setinp Orang atau Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga) hari kerja
| Usaha atau Badan Hukum permohonan izin di 2. Nemor Induk Berusaha (NIB)
yang bergerak  dibidang tempat pelayanan 3. Foto Copy SIUP
jasa pelayanan Kesehatan informast dan 4. Foto Copy NPWP
dan Menyediakan sarana pendaftaran 5. Fhoto Copy IMB
dan  prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat 6. Fhoto Copy BPJS
memliki izin permohonan sebagai 7. Rekomandasi dari OFD Teknis =
komitmen persyaratan | 8. Fhoto Copy [jazah Elektromedis =
izin 9. Surat Pernyataan Penanggungjawab cEr
3. Syarat lenghkap, 10. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan o B
Prosese pemohon 11. Data semua Alat Kesehatan ER
dapat mengamibil 12. Denah Alamat Kerja i .
dolumen Perizinan =
&
o
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38. SURAT IZIN PANGANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT)

Masa
Jenis Izin Berlaku
Izin
I 2
SUNAT BN g
PANCTANAN
ININISTRY
Rnat
TANCGCGA
{I-IRT)
Sasaran

.r_,.”_..w_.__..,.q.. Crang olou Badan
Usaha atau Badean Flukum
Leirg bergerak
melahublcebkeon kegintan
usaha hares memliki izin

Poemberl
Pertimbangan Dasar Hukum
b | L ]
T T, i : . rernehilon
T Teknis I, Urnelengg-Unnclang Nowmar e Taluin SN fernideiieg ._: e : =
D0 Peratviren Mentesi Dol Negeri Nonor _q.”wm Pealiany 20015 Tenleang)
Penggelengegoracan Pelogonan Terprenelts Sealae Pintu i
3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negaree ________._:__::_1 13 Talwan
2007 tertang Pedoman Pengelenggaraan Sistent Informsi Pelayanan
Nersional ” P
4, Peraturan Dacrah Kabupaten Rejang Lebong Nomaor Tealwn 2012
fenteangg Porisinan Hidding Kesehalan » I
50 Keputusan opoetis Rejang Lebong Nomor THO.208.VE Talun 20149
Tentang Pelimpohan Kewenangan Penanedatansgan dlun Pengolahuan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanamen Modal dun
N | Pelaganan Terpudu satu pintu Kabapaten Rejeng Lehongg .
Prosedur Persyaratan
e - m——— — -y e
1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohonean
permohioner iz o 2. Nemor Induk Berusaha (NI3)
tempat pelayanan 3. Foto Copy SIUP
informsi dean 4, Fote Copy NPWP
pendaftaran 5. Fhate Copy IMIB
2. Menyerahakan syarat | 6. Fholo Copy BPJS
permohonan sebagei 7. Fhoto Copy KTP
komitmen persyaratan | 8  Fhoto Copy Izin Industri
_ iE=in 8, Contoh Label
| 3. Syarat lengkap, 10, Rekomendasi Darl QOPD Teknis
Prosese pemohon 11. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunon

dapat mengambil

dokumen Perizinari

12; Denah AMamat Kerja

Meilesud dan Tufuan

5
Prowlih tgeaniey
fechisege medekni lan
maergperal ke
amein cikonsurms

tereluftor
menielupatkanizin dengoan  melolu feificips

Lirearti fieleals

ufi Aealsreilorim
proelik sebiiniegege

Waktu

10

3 ftiga) hari kerja

Dipindai dengan CamScanner




39. SURAT IZIN PANGANAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (P-KRT)

_|.| Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku | Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
1 ] a3 4 5
SURAT IZIN L Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tenfang Kesehatan Produk yang terdaftar berarti  telah
PANGANAN 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | mendapatkanizin dengan melalui tahap-
KESEHATAN Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahap m”_m__m.___.hn. dan  uji laboratorium
RUMAH 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 ..nnm__...:_ Eangene keamanan produk sehingga
TANGGA 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi| aman dikonsumsi
(F-KRT}) Pelayanan Nasional
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 80.368.VT Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waltu
6 7 8 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Forumulir Permohonan Ep. 0,- 3 ftiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum permohonan izin di 2. Foto Copy NFWF
yang bergerak tempat pelayanan 3. Fhote Copy IMB
melakukakan kegiatarn informast dan 4, Fhoto Copy BPJS
usaha harus memliki izin pendaftaran 5. Fhoto Copy KTP
2, Menyerahakan syarat | 6. Contoh Label
permohonan sebagai 7. Rekomendasi Dari OPD Teknis
komitmen persyaratan | 8. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
izin 9. Denah/ Alamat
3. Syarat lengkap,
Frosese pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan |

; Dipindai dengan CamScanner




40. SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI RESTORAN/RUMAH MAKAN/DEPOT AIR

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
— Izin
1 2 3 4 . 5
SERTIFIKAT LAIK : Tim Teknis | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatarn Sertifikat yang  dikeluarkan guna
HYGIENE SANITASI " Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 | mengendalikan faktor makanan, orang,
RESTORAN/RUMAH tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tempat, proses pengolchan  dan
MAKAN/DEPOT AIR . Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 | perlengkapan pengolahan makanan yang
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem | dapat atau mungkin dapat menimbulkan
Informasi Pelayanan Nasional penyakit dan gangguan kesehatan
. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor
1098/ MENKES/ PER/IV/2011 tentang Hygiene Sanitast Jasa
B
A .uMHHEEn Duaerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun
| 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan
| . Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368. V1 Tahun
| | 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan
Pengolahaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran _ Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
6 | 7 8 a 10
| Setinp Orang atau Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Forumulir Permohonan Rp. 0- 3 ftiga) hari kerja
Usaha atou Badan Hukum _ permohonan izin di 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
| yang bergerak melakukan tempat pelayanan 3. Fota Copy NPWP
kegiatan usaha harus informasi dan 4, Fhoto Copy IME
memliki izin pendaftaran 5. Fhoto Copy BRIJS
. Menyerahakan syarat | 6. Fhoto Copy KTP
permohonan sebagai 7. Rekomendasi Dari OPD Tekmnis
&,
9.

komitmen persyaratan
izin

. Syarat lengkap,

Prosese pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
Denah/ Alamat

o R

Dipindai dengan CamScanner
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41.SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER

Masa Pemberi |
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hulum Maksud dan Tujuan
Izin
. 1 2 3 o : 5
SURAT IZIN : Tim Teknis | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bukti Tertulis pemberian kewenanangan
KERJA 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | untuk EAEEEEEH pekerjagan radiografi
RADIOGRAFER Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada fasilita pelayanan kesehatan
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 1 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Nasional
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 357/Menkes/ Per/ V/2006
tentang Regristrasi dan Izin Kerjo Radiografer
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
6. Keputusan Bupati Rejung Lebeng Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Penandatangan ._uﬁn
Pengolahaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
r Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten
| Hejang Lebong
’ Sasaran _ Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
| 6 T ] 8 9 30
Sefiap Orang atauw Badon | 1. Pengajuan 1. Mengisi Forumulir Permohonan Rp. 0,- 3 ftiga) hart kerja
Usaha atau Badan Hukum permehonan fzin di 2. Foto Copy NPWP
yang bergerak dibidang tempat pelaganan 3. Fhoto Copy IMB
jasa pelayanan Kesehatan informasi dan 4. Fhoto Copy BRIS
dan Menyediakan sarana pendafiaran 5. Fhoto Copy KTP
dan prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat | 6. Fhoto Copy ljazah Terakhir
memibiki izin permohonan sebagai 7. Surat rekomedasi dari Organisasi Profesi
komitmen persyaratan | 8. Rekomendasi Dari OFD Teknis
izin 8

3, Syarat lengkap,

. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
10. Denah/ Alamat

Prosese pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

- —

ipindai dengan CamScanner




42.SURAT 1ZIN REFRAKSIONIS OPTISEN

| Masa Pemberi -
. Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
= Izin
T 2 | 3 : s
SURAT IZIN . Tim Teknis I. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bukti  tertulis pemberian kewenangar
REFRAKSIONIS 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | unfuk menjalardean pekerjaan
OPTISEN Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Refraksionis  optisen  pada fasilitas
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 1 .m pelayanan kesehatan
Tahun 2017 tentang Pedeman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Nasional
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan pekerjaan Refreksionis Optisen dan Optometns
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Noemor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Penandatangan  dan
Pengolahaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten
Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walkctu
[ 7 8 9 10
Setinp Orang atau Badan | 1. Pengafuan 1. Mengisi Forumulir Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga) har kerja
Usaha atau Badan Hulum permohonan izin di 2. Foto Copy NPWFP
yang bergerak dibidang tempat pelayanan 3. Fhoto Copy IMB
jasa pelayanan Kesehatan informasi dan 4. Fhoto Copy BPJS
dan Menyediakan sarana penddftaran 5. Fhoto Copy KTP
dan  prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat | 6. Surat rekomedasi dari Organisasi Profesi
memlikt izin permohonan sebagal 7. Rekomendasi Dari OPD Teknis
komitmen persyaratan | 8. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
izin 9, Denah/ Alamat
3. Syarat lengkap,
Prosese pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

[ .

Dipindal dengan CamScanner




43.SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAFIS

Masa Pemberi . :
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
1 2 3 4 . . §
SURAT . Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bukti _m_.__._.___,mm pemberian  kewenangun
LZIN 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | untuk menjalankan pekerjuaan Okupasi
KERJA Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terapi pada fasilitas Pelayanan kesehatan
OKUPASI 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
TERAFIS 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informast Pelayanan
Nasional
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan pekerjaan dan Praktek Okupasi Terafis
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Noemor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran _ Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waltu
i ] | T g 9 10
 Sefiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Forumulir Permohornan Rp. 0- 3 {tiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum permohonan izin di 2. Foto Copy NPWP
yang bergerak dibidang m tempat pelayanan 3. Fhoto Copy BPJS
Jjasa pelayanan Kesehatan informasi dan 4. Fhoto Copy KTP
dan Menyediakan sarana pendafiaran 5. Burat rekomedasi dari Organisasi Profesi
dan prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat | 6. Rekomendasi Dari OPD Teknis
| memlifd izin _ permohonan sebagai 7. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
| komitmen persyaratan | 8. Denah/ Alamat
_ izin
3. Syarat lengkap,
Prosese pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

L SDipindai dengan CamScanner

-




44, SURAT IZIN KERJA TENAGA AHLI GIZI

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
S Izin
ik 2 3 4 i 5
SURAT . Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ,m,_.__u_uu tertulis pemberian kewenanangan
IZIN 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang ::#:_# menjalankan pekerjaan pelayanan
KERJA Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu gizi di faslititas pelayanan kesehatan
...-.;E..n-_._.kn.mu___r g, Peraturan Menteri .muﬁ-.__._huﬂ.ﬁ.h.qﬂum.__.nh_ﬂ_. L#Ehﬁh—.ﬁﬁ ..?_.mm.ﬁﬁﬂ.__ .__._HG_-..:.D_H 13 Tahun
AHLIGIZI 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Nasional
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368 VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan darn Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
o 6 7 3 9 10
| Setiap Crang atau Badan | 1. Pengoafuan 1. Fhoto Copy KTP Rp. O,- 3 {riga) hari kerja
| Usaha atau Badan Hukum permohonan izin di 2. Foto Copy NPWP
| yang bergerak  dibidang tempat pelayanan 3. Fhoto Copy BPJS
| jasa pelayanan Keschatan informast dan 4. Fhoto Copyr KTP
clan Menyediakan sarana | pendaftaran 5. Surai rekomedasi dari Organisasi Profesi
_ dan  prasarana hames | 2. Menyerahakan syarat | 6. Rekomendasi Dar OPD Teknis
_ memiiki izin permohonan sebagai 7. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
komitmen persyaratan | 8. Denaly’ Alamet
LZin
3. Syarar lengkap,
_ Prosese pemohon __

dapat mengambil

dokumen Perizinan _

S L1

. SDipindai dengan CamScanner

e




45.SURAT IZIN TENAGA PENGOBATAN KOMPLEMENTER ALTERNATIF

Pemberi

dan  prasdrana harus

memlikd izin

. Menyerahakan syarat

permohanan sebagat

Rekomendasi Dari OPD Teknis
Fhote Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan

Masa
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
1 2 3 L 5
SURAT IZIN = Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan E.:.F_ﬂ.... pengobatan non konvesional yang
TENAGA 2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan | ditujukan untuk meningkatakan derajat
PENGOBATAN Kesehatan Tradisonal #mmm&n,n an masyarakat meliputi upaya
KOMFPLEMENTER 3. Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | promotif,  preventif,  kuratif, dan
ALTERNATIF Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu rehabilitaf
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informast
Pelayanan Nasional,
5. Keputusan Bupati Rejung Lebong Nomor 180,368, V1 Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan
Pengolahaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten
Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
& 7 8 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0- 3 (tiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum permohonan izin di 2. Foto Copy NPWP
yang bergerak dibidang tempat pelayanan 3. Fhoto Copy BPJS
jesa pelayanan Kesehatan informasi dan 4. Fhato Copy KTP
dan Menyediakan sarana pendaftaran 5. Surat rekomedasi dari Organisasi Profesi
6.
7.
8.

komitmen persyarafan
izin

Stjarat lengkap,
Prosese pemohon
dapat mengambil
dolumen Perizinan

Denah/ Alamat

|
|

L4

|
(|
|

T T -

T T e e

lipindai dengan CamScanner




46.SURAT TANDA DAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL

Usaha atau Badan Hukum
yang bergerak dibidang
Jasa pelayanan Kesehatan
dan Menyediakan sarana
dan  prasarana harus
memlika izin

permohonan izin di
tempat pelayanan
informasi dan
pendaftaran
Menyerahakan syarat
permohonan sebagoi
komitmen persyaratan
L&

Syarat lengkap,
FProsese pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

Foto Copy NPWP

Fhoto Copy BPJS

Fhoto Copy KTP

Surat rekomedasi darl Organisasi Profesi
Rekomendasi Dari OPD Teknis

Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
Denah/ Alamat

i Bl e

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
1 2 3 4 : 5
SURAT B Tim Teknis 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sebagai  legalitas  pengobat/ penyehat
TANDA 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Hﬁ?ﬂh 2017 tentang | tradisional  dalam menyelenggarakarn
DAFTAR Penyelenggaraan Pelayanarn Terpadu Satu Pintu Praktek  kesehatan Tradisonal atau
PENGOBATAN 3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang | alternatif
TRADISIONAL Pelayanan Kesehatan Tradisonal
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Emﬂﬁ_. 13
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Informast Pelayanan Nasional,
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun
2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan
Pengolahaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada H...ku_ﬁm
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walkctu
5 7 2 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan Mengisi Formulir Permohonan Rp. O,- 3 {tigaj hari kerja

TS hassstalual meadd ey Lulel R

L “Dipindai deng

Scanner

an Cam



47.SURAT TANDA PENGOBATAN TERDAFTAR

dapat mengambil
dokumen Perizinan

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku | Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
Fi 2 3 & - _ b
SURAT : Tim Teknis | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bukti tertulis yang menyatakan suatu
TANDA 2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan | pengobatan  yang mengacu kepada
PENGOBATAN Kesehatan Tradisonal pengalaman dan ditetapkan  sesuai
TERDAFTAR 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | dengan norma yang berlaku dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masyarakat
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perizinan Bidang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negard Nomor 13 ”_3__:5.
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistern  Informast
Pelayanan Nasional
6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nemor 180.368. V1 Tohun 2019
Tentang  Pelimpahan  Kewenangan Penandatangan dan
Pengolahaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten
Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
6 7 8 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga) harl kerja
Usaha atau Badan Hukum permohonan izin di 2. Foto Copy NPWP
yang bergerak dibidang tempat pelayanan 3. Fhoto Copy BPJS
Jjasa pelayanan Kesehatan informasi dan 4. Fhoto Copy KTP
dan Menyediakan sarana pendaftaran 5. Surat rekomedasi dari Organisasi Profesi
dan  prasarana  harus | 2. Menyerahakan syarat | 5. Rekomendasi Dari OPD Teknis
memlikd izin permohonan sebagai 7. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
komitmen persyaratan | 8 Denah/ Alamat
izin 9, Pash Photo 4x6 sebanyak 3 Lembar
3. Syarat lengkap,
Prosese pemohon

|.-...: i :
{ §
o b

!

amScanner

i~
’

- Dipindai dengan ¢




48.1ZIN PENDIDIKAN LEMBAGA FORMAL DAN NON FORMAL

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hulum Maksud dan Tujuan
Izin
1 2 3 4 5 =1
IZIN - Tim Teknis - Undang-Undang Nemor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Untuk membentuk insan yang memiliki
PENDIDIKAN . Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 _uan__.Ez, kedewasaan jasmanai dan rohani untuk
LEMBAGA 2017 tentany Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informast| membentul melatih kemampuun
FORMAL Pelayanan Nasional E_‘uﬂj&mﬂ_m. melatih  mental, fisik, dan
DAN NON Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | disiplin, melatih  tanggung  jawab,
FORMAL Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Fintu mengembangkan diri  dan kreatifitas,
Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomer 180.368.VI Tahun 2019 | membangun jiwa sosial, membentuk
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan | identitas diri
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
6 i B 9 10
Lembaga Fermal dan 1. Pengajuan 1. Surat Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga) hari kerja
Nen Formal permohonan izin di 2. NIB
tempat pelayanan 3. Fhato Copy KTP
informasi dan 4. Fhoto Copy Akte Pendirian
pendaftaran 5. Fhoto Copy ljazah Tenaga Pengajar
2. Menyerahakan syarat | 6 Daftar Susunan Pengelola dan Tenaga Pendidik
permohonan sebagai 7. Rekomendasi Dari OPD Teknis
komitmen persyaratan | 8 Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan/Alamat
izin
3. Syarat lengkap,
Prosese pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

|

p o=

¥

9|
JDipindal dengan CamScanner

LR




49.1ZIN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

=

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hulum Maksud dan Tujuan
— Izin o . N
1 2 3 p : = =
ZIN SEKTOR & Tim Teknis 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | Izin yang diberikan kepada setiap orang
LINGKUNGAN Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pirfu yang Emmn___E__...E_. usaha  dan/alau
HIDUP DAN 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun | kegiatun yang wajib amdal dan wkl-up!
KEHUTANAN 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan | dalam  rangka  perlindungan  dan
Nasional pengelolahan lingkungan hidup sebagai
3. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019 ﬁﬂwmnﬁn.. memperoleh  fzin usaha
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan | /kegiatan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Eaﬁﬁaﬂ-ﬂ Standar E.ﬂ.ﬁ.ﬂ Waktu
¢ Z L. 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengojuan Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga) hari kerja

memiiki =in

Usaha atau Badan Hukum
yang bergerak melakukan
kegiatan usaha harus

2

permohonan izin di
tempat pelayanan
informast dan
pendaftaran
Menyerahakan syarat
permohonan sebagai
komitmen persyaratan
izin

Syarat lengkap,
Prosese pemohan
dapat mengambil
dokumen Perizinan

O Do N Dh B0 Lo Bt

Foto Copy NPWP

Fhoto Copy BPJS

Fhoto Copy KTP

Surat rekomedasi dari Organisasi Profesi
Rekomendast Dari OPD Teknis

Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
Denah/ Alamcat

Pash Photo 4x6 sebanyak 3 Lembar

¥

=K

|

]
ALl T
(hipindai dengan CamScanner

i




50. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM

I|.|l|l|,|
Masa i Pemberi
Jenis Izin Berlaku | Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
[ Izin
- I 2 3 4 ;
LZIN : Tim Teknis 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | Memberikan pelayanan kesehatan
MENDIRIKAN Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu panpuma  yang  berkualilns  dan
RUMAH 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun | memuaskan kepada pasien atau pelnggan
SAKIT UMUM 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi | berdasarkan keilimuan dengan landasan
Pelayanan Nasional moral dan etika
3. Peraturan Menterd Kesehatan Nomoer 30 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
6 7 _ 8 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum permohonan izin di 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
yang bergerak dibidang termpat pelayanan 3. Foto Copy NPWP
Jasa pelayanan Kesehatan | informasi dan 4. Fhoto Copy BPJS
dan Menyediakan sarana pendafiaran 5, Fhoto Copy KTP
dan  prasarana  harus Menyerahakan syarat | 6, Surat Permyalaan Penanggung Jawab
memliki izin permohonan sebagai 7. Rekomendasi Dari OFD Teknis
komitmen persyaratan | 8. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
izin 9. Denah/ Alamat
Syarat lengkap, 10. Dokumen Amdal
Prosese pemohon 11. Daftar Pelatan Medis dan Non Medis
dapat mengambil 12. Daftar Ketersedian Farmasi dan Alat Kesehatan
dokumen Perizinan

i_i.47)

Dipindai dengan CamScanner



S51.1ZIN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

Masa Pemberi 1_
Jenis Izin Berlak Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tufuan
Izin
- 1 2 3 4 5
IZIN BERUSAHA A Tim Teknis 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | Untuk _memberikan perlindungan dan
SEKTOR Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepastian hukum kepada pengusaha,
PERINDUSTRIAN 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13| sebagai salah satu sumber informasi dan
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi | sarana komunikast, sebagai salah satu
Pelayanan Nasional sumber PAD
3. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368. VI Tahun 2019
Tentang  Pelimpahan Kewenangan  Penandatangan wu.nz
Pengolahaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten
Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
6 7T 8 9 10
Uitk pelaku usaha | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohonan Ep. 0,- 3 [figa) hari kerja
Industri kecil, menengah, permohonan tzin di 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
besar temnpat pelayanan 3. Foto Copy NFWP
informasi dan 4. Fhoto Copy BPJS
pendaftaran 5. Fhoto Copy KTP
2. Menyerahakan syarat | 6. Surat rekomedasi dar Organisasi Profesi
permohonan sebagai 7. Rekomendasi Dari OPD Terkait
komitmen persyaratan | 8. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
Zin 9. Denah/ Alamat
3. Syarat lengkap, 10. Pash Photo 4x6 sebanyak 3 Lembar
Prosese pemohon
dapat mengambil
dolumen Perizinan

it dengan CamScanner




S2.1ZIN SEKTOR PERDAGANGAN

fr—

kegiatan
memiiki izin

yang bergerak melakukan
usaha

harus

tempat pelayanan

informasi dan
pendaftaran

Menyerahakan syarat
permohonan sebagai
komitmen persyaratan

izirn

Syarat lengkap,
FProsese pemohon

dapeat mengambil
dokumen Perizinan

I

2

3. Foto Copy NPWP

4. Fhoto Copy BPJS

5. Fhoto Copy KTP

6. Surat rekomedasi dari Organisasi Profesi

7. Rekomendasi Dart OPD Teknis

8. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
8. Denah/ Alamat

10. Pash Photo 4x6 sebanyalk 3 Lembar

Masa Pemberi I
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
o, 2 3 4
Izin Sektor . Tim Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | Surat {in yang diberikan kepada suatu
Perdagangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu badan usaha untuk dapat melakukan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun | kegiatan usaha perdagangan
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Nasional
Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
& 7 8 g 10
Setiap Orang atau Badan Pengajuan . Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 (tiga) hart kerja
Usaha atau Badan Hukum permohonan tzin di Nomor Induf Berusaha (NIB)

canner

=

. Jipindai dengan Cam!

|
¥
I
i
|
|



53.IZIN SEKTOR PERHUBUNGAN

Masa Pemberi | |_
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
1 3 3 4 5
Izin Sektor . Tim Teknis 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 .m..n_.EH. Untuk  mewujudakan pembangunan
Perhubungan 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisterm  Informasi | sektor perhubungan, mewnfudkan
Pelayanan Nasional keselamatan  lalu  lintas, dengan
| Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang .,E.Em::._mn: saranan dan prasrana yang
| Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memadai
Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 80.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
6 7 8 9 10
Setiap Orang atou Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Fermehonan Ep. 0, 3 (tiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum permohonan tzin di 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
yang bergerak melakukan H_M”n.ﬁhﬁn ﬁﬂ%ﬁa:ﬁ: w Wﬂ% ﬁMﬁm _______w_.ﬁﬂ
; informasi dan X o Copy
kegiatan usaha  hamus| o pparan 5. Fhoto ﬁaﬂw KTP
memliki izin Menyerahakan syarat | 6. Surat rekomedasi dari Organisasi Profest
permohonan sebagai 7. Rekomendasi Dari OFD Teknis
komitmen persyaratan | 8. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
1Zin 9. Denah/ Alamat
Syarat lengkap, 10. Pash Photo 4x6 sebanyak 3 Lembar
Prosese pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

|
e

f

J

b
—Uipindai dengan CamScanner




54.1ZIN SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Masa _ Pemberi il
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
—— Izin ) e
i & - 2 3 | 4 5
Lzin Sektor . Tim Teknis | 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun | Dalani  rangka memberikan pelayanan |
Komunikasi “ 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan | mudah dan lebil baik untuk nelaky usaha
dan | Nasional dan mempercepal pelaksanaan  dalam |
Informatika [ 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang | melakukan  usaha  dalam  sektor
Penyelenggaraan Pelaganan Terpadu Satu Pinfu : 5 Komunikasi dan Informatika
3. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368. Vi Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
_ Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
= | l Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
_ Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
6 7 8 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengafuan 1. Mengisi Formulir Permohenan Rp. 0,- 3 ftiga) har kerja
Usaha atau Badon Hukum permohonan tzin di 2. Nomor duk Bernusaha (NIB)
yang bergerak melakukan tempat ._?.:_ﬁtﬁ:n: 3. Foto _n...m.tm__ NPWP A
kegiatan  usaha harus informas an = m.ﬂ_nE n“nﬁ ¥ M,E&
i pendaftaran 5. Fhota Copy KTP
memiiki izin 2. Menyerahakan syarat | 6. Surat rekomedasi dari Organisasi Profest
permohonan sebagai 7. Rekomendasi Dand OPD Teknis
komitmen persyaratan | 8. Fhoto Capy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
izin 9. Denaly Alamat
& Sywmrat lenghkap, I0. Pash Phote 4x6 sebanyak 3 Lembar
| Prosese pemohon
" dapat mernganbil
dokumen Perizinan

T

Dipindai dengan CamScanner

&

-
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55.1ZIN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Prosese pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

11. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12. Data Siswa Per Rombel

13. Data Sarana dan Prasaran

14. Rekomendasi Dari OPD Teknis

e e gt
Masa Pemberi
JenisIzin | Berlaku | Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin -
- 1 2 3 4 P : 5
Izin Sektor . Tim Teknis | 1. Peraturan Menteri Dalam Ne i Nomor 138 Tahun 201 Izin  unttuk  menyelenggarakan urusan
Pendidikan Penyelenggaraan Pelayanarn Terpadu Safu Fintu m_.mh_nm:q_mﬂ_nh di bidang pendidkan anak
dan 2. Pernturan Menetri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun | usia din, pendidikan dasar, pendidikan
Kebudayaan 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahart dan Penutupan | menengah, dan pendidikan masyrakat,
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta pengelolachan kebudayaan.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraart Sistem Informast
Pelayanan Nasional
4. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.V1 Tahun 2015
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
= 6 7 8 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajean 1. Mengisi Formulir Permohonan Ep. 0,- 3 ftiga) hari kerfa
Usaha atau Badan Hukum permohonan izin di 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
yang bergerak melakukan mn.ﬂhn:ﬁm.__‘_::n: w Wﬁ:ﬁ, n..mrnt Emwm
Frcy informast dart ; o Copy
rm@nmn“_. .nmﬂ__ﬁ heus pendaftaran 5. Fhoto nuwmmﬁu
menmliki izin 2. Menyerahakan syarat | 6. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Daerah Bangunan
permohonan sebagai 7. Denah Lokasi
komitmen persyaratan | 8. Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 3 Lembar
izin 9, Akta Kepemilikan Tanh Milik Yayasan, Badan
3, Syarat lengkap, 10, Akta Pendirian Yayasan

sees ameaaidl,

:'l_l B |

: 1%
b Dipindal dengan CamScanner
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56.1ZIN SEKTOR AGAMA DAN KEAGAMAAN

———— Fembed .
Jenis Irin Berlaku Fertimbangan Dasar Hukum _ Maksud dan Tufuan [
e — —— <

tm --| ..
1 2 ) 3 L . T r i
P T Perrarmn Menten h..__..":-...I.ﬂ..wﬂ..v..l..___.c...“.,q 135 Tahun 5017 tentang | Pendidikan wang e berkan | _

: pengetahuan  dan  membentuk m_.wn.*.._

s i. wrTasildlieds

kmin Saktor . Tim AT :
“..._uu.ni...” dan Penpeleniginan Pelauanan Terpadi S Penie 5 ;i
Xeogamaan 3 Pemammin Menteri Pemberdayaan Apaniiiis Negara Nomor 13 Tahun kepribadian. dan ketrampilan - peserta | .
a1 tenane Pedoman Pengelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan didik  dalam  mengamalkan  ajarar | |
& o == | agamanya, yang dilaksanakan schurang- |

= man =T

-
aAlaca s

XNemumisan Supan Rejang Lebong Nomor 180.368.V1 Tahun 2019 | kumangnya melatui mata pelajaran kuliah
Tensang Pelimpahan Kewenangal Penandatangan dan Pengolahaan pada semua jalur, jenjang dan jenis
eriznan dan Non Perisfnan wepada Dinas Penanamarn AModal dan | penddidikan

upaten Rejang Lebong _

- e ———
Prosedur Persyaratan Standar Biaya __ Walktu
9 _ 10

Sasaran
7 8 S , _.
Mengisi Formulir Permohonan _ Rp. O.- | 3 (riga) hari kerja

f.lJ

e
-

Felayanan Terpady satu pintu Kab

[
Semop Omong aigu 3 ~dan 1. FPengaian 1
1'sgha atou Scdon Fhrkum permofionan fzin di |.._. Foro n,.mum NPUP .
Ay T S s semnar pelayanan 3 Fhoto Copy BRIS |
wong DEFDENR b = e ey st SR p = B ; |
e & L . informas @an 2. Fhow Copy KiP _ _ _
cegiIan  usafa BT TR T : . ; | !
Ko - pendalaran s Rekomendasi Dari OPD Teknis _ |
memiiy vEh 3 Menyershakan syarat | & Shoro Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunar !
permohonah sebagai 7. Denals/ Alamat
8. Pash Photo 4x8 sebanyak 3 Lembar

komirmen persyaraiGn
i

3. Suyarat lengkap.
Prosese pemohon
gdapat mengambil

dokzmen Perizinan




S7.1ZIN SEKTOR KETENAGAKERJAAN

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku | Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
1 | 2 | 3 4 5
. Izin Sektor = Tim Teknis 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 201 7 tentang | Untuk Memberdayakan et |
Ketenagakerjaan | Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendayagunkan tenaga kerja secara
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Emm_ﬁﬁﬁ Nomor um. optimal dan manusiawi, mewujudakn
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi pemeralaan  kesempatan  kerja dan
[ Pelayanan Nasional penyediaan tenaga ketrja yang sesuai
3. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019 &mzmn_a kebutuhan  pembangunan
Tentang  Pelimpanhan  Kewenangan Penandatangan .&n: :nh.n:& dan daerah, memberikan
l Pengolahaan Perizinan dan  Non  Perizinan Kepada Dinas | perlindungan kepada tenga kerja dalam
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Emﬁ:.__fn__,.ﬂ: kesejahteraan den
_ Rejang Lebong meningkatkan kesejateraan tenaga kerja
_ dan keluarganya
Sasaran Prosedur _ Persyaratan Standar Biaya Walktu
(] 7 | 8 9 10
Setiap Orang atou Badan | 1. Pengafuan permohonan | 1. Mengisi Formulir Permohonan Ep. 0,- 3 [figa) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum izin di tempat . 2. Fote Copy NPWP
yang bergerak melakukan pelayanan informasi _ 3. Fhoto Copy BPJS
kegiatan usaha hismds dan pendaftaran 4. Fhota Copy H.n.;m.m.. . )
BRI 2, Menyerahakan syarat | 3. Rekomendasi Dari OFD Teknis
meniikl in permohonan sebagai 6. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
komitmen persyaratan | 7. Denah/ Alamat
1Ein 8. Pash Photo 4x6 sebanyak 3 Lembar
3. Syarat lengkap,
Prosese pemohon dapat

mengambil dokumen
Perizinan

.SDipindai dengan CamScanner



58.1ZIN BERUSAHA SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
Izin
E . s 4 3 Tahun | O >
Izin Sektor . Tim Teknis 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor At SeAtas ﬁm_ﬁﬁr# Kenyamanan dan perlindungan
Perekonomian 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraarn Sistem . .M cu wﬂmnrn dalam melaksanakan
dan UMKM Pelayanan Nasional g g aktifitas berusaha
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I M,mﬁ. Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Aniu
3. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
_ Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanamar Modal dan
_ Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
6 7 8 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permmohonan Ep. 0,- 3 (tiga) hari kerja
Usaha atau Bodan Hukum permohonan izin di 2. Foto Copy NPWP
yang bergerak melakukan u.mﬂ.cnh .cw..m_mnz_n: w % H”u MMFF: M.Mﬂm
el nformas dan ; o Copiy
rmﬁﬁwﬂwp_ wwhe  hems pendafiaran 5. Rekomendasi Dari OPD Teknis
RIS 2. Menyerahakan syarat | 6. Fhote Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
permohonan sebagai 7. Denah/ Alamat
komitmen persyaratan | 8 Pash Photo 4x6 sebanyak 3 Lembar
1Zin
3. Syarat lengkap,
Prosese pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

|

mi_iaii dengan CamScanner

[ il



59.SURAT 1ZIN INSTALATUR/INSTALASI KABEL RUMAH GEDUNG (IKRG)

Usaha atau Badan Hukum
yang bergerak melakukan
kegiatan usaha harus
memliki izin

2

permohanan izin di
tempat pelayanan

informasi dan
pendaftaran

Menyerahakan syarat
permohonan sebagai

L

2, Foto Copy NPWFP

3. Fhaoto Copy BPJS

4. Fhoto Copy KTP

5. Rekomendasi Dari OPD Teknis

6. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunan
7. Denahy/ Alamat

komitmen persyaratan | 8. Pash Photo 9x6 sebanyak 3 Lembar

izin

Syarat lengkap,
Prosese pemohon
dapat mengambil
dokumen Perizinan

e —
Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Ma dan Tujuan
Izin ksud
2 2 3 7 =
B ’ ? 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun | Untuk Kenyamanan dan periindungan
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informast Pelayanan | Pelaku  Usaha dalam  melaksanakan
Nasional aktifitas berusaha
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Keputusan Bupati _m.___w___h__.::h Lebong Nomor 180.368.V1 Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Wakt
3 , 2 2 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pengajuan Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0, 3 (tiga) hari kerja

Dipindai dengan CamScanner

h ..



60.SURAT IZIN WARUNG INTERNET DAN TELEKOMUNIKASI

Masa | Pemberi
Jenis Izin Berlaku  Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan |
e~ _ Izin | _ = B . - —_— . [
3 A s | 4 _ R R -
Isin Wamer e [ . 1. Peratran Menteri Pemberdayaan Aparatur Neggrd Nontor 13 Talun | Untuk - Kenyamanan ~ dan perlindungan |
2017 tentana Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelaganan 3.?.___“.. o Usaha  dalam  melaksanakan
Nasional : aktifitas benisaha
2 Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Fuhon 2017 tentang |
_ Penyelenggaraan Pelaganan Terpadu Safu Pintu " " '
| & Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 18308 VI Tahun 20149 |
Tentang Pelimpatan Rewenangan Penandatangan dan Pengolahaan Il
| Perisinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Perariaman Modal duan | |
= { | B Pelayanan Terpadu satu pinfu Kabupaten Rjang Lebong . R e !
Sasaran _ Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu _
- 6 . 7 | 8 : S 9 R
Setiap Orang atan Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- J ftiga) han kerjo
Usha atay Badan Hukum permolorian erin di 2. Foto Copy NPWP .
titng bergerak melakukan fempat pelaganan 3. Fhoto Copy BRJS : “
Yarinian r e s informasi dan . Rekomendost Don QP8 Teknis |
LRy, E pendaftaran 5. Fhoto Copy Peta Lokasi dan enah Banganan !
memiiki izin 2 Menyemihakan s tr.  Denoaly’ Alamat
permoliomn selagar 7. Pash Phote dx6 sebangak 3 Lembar
Kamtnmen persyoratin _
=in 1
3, Syoraf lerghag, _
Prosese pemohon
. dapat mengambil
" - | dokumen Perizinan_ o - o i —=— o _ |
_

—

- -Dipindal dengan CamScanner

pta




61.1ZIN TRAYEK
_ Masa .muhaﬂl
Jenis Izin | Berlaku Pertimbangan Dasar Hulkum Maksud dan Tujuan
Izin
1 u 2 3 4 _ 2
IZIN | 5 (Limaj tahun | Tim Teknis 1. Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 1. Untuk penertipan jalur Trayek
TRAYEK “ dan n_._uhﬁ._ﬂn }uﬁ._ﬁr_hh: Jalan " . _Mn.ﬁmzhmﬁwﬂﬁbﬁ ?ﬁﬂﬂ.ﬁhﬁﬂ
| diperpanjang | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan | <. __ﬁn__:r pengawasan, pemantaun
. Lalu Lintas Jalan elayakan kendaraan bermotor,
| _ 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang FPelayanan |3. Untuk kenyamanan pengguna jasa
Perizinan Terintegrasi secara Elektronik, angkutan,
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun | 4. Legalisasi usaha angkutan darat.
2017 tentang Pedomn Penyelenggaraan Sistem Informast Pelayanan
Nasional
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.365. VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong.
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
6 7 8 9 10
1. Angkutan Umum, 1. Pengajuan 1. Mengisi Formulir Permehonan 1. Mobil penumpang 3 (tiga} hari
2. Bus Kedil, permohonan izin di 2. Nemor Induk Berusaha (NIB) umum : Rp.100.000,- | kerja
3. Bus sedang, tempat pelayanan 3. Fota Copy NPWP 2. Bus Keal
4. Bus Besar. informasi dan 4. Fhoto Copy BPJS : Rp.150.000,-
pendaftaran 5. Fhoto Copy KTFP 3. Bus Sedang
2. Penerimaan berkas 6. Rekomendasi Dari OFD Teknis : Rp.175.000,-
permohonan izin dar 7. Fhoto Copy Peta Lokasi dan Denah Bangunon 4. Bus Besar
pemohion 8. Denah/ Alamat : Rp.200.000,-
3. Pemeriksaan berias 9. Pash Photo 4x6 sebanyak 3 Lembar
4. Pemenksaan
| lokasi/lapangan
|5. Proses perizinan )
fi. Penyerahan suraf W i
perizinan | 3
3
1l
|
=1
@ f
bl
! ST n_u_" |
i m.m {




62.1ZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)

Masa Pemberi [ e
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
- | Il | 0000000l 0000 I - ——
S = 3 = * . B e : - &8
Izin Usaha - . 1. Undang-Unedang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Untuk  Kenyamanan dan " periindungan |
Perkebunan 2 Peraturan  Presiden Nomor 24 Tahup 2018 tentang  Pelaganan | Pelaku  Usaha  dalam melaksanakan
(1UF) Perizinan Terintegrasi secara Elektronik aktifitas berusaha
3. Peraturan Pemerintalt Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
4, Peraturan Mentert Kelautan dan Pedkanan Nomor 17 Tahoan 2006
tentang Usahia Perihoanoan
5. Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 138 Talun 2017 lentang
Pengelengagoraan Pelaganan Terpedu Satu Pinfu
o Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Nastonal
7. Peraturan Dacrah Kabupaten Rejang Lebong nomor 8 Tahun 2012
tentang Nencane Tata Ruang Wilaggal (RTRW)
8, Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tenmtang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
——— - | Pelayanan Terpewdn satu pintu Kabupaten Rejang Lebongg o
Sasaran _ Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
e e 8 i 1 9 10
Sefiap Orang atan Badan | 1. Pengajuan 1. Mengisi Formuldir Permohornian hmﬂ., n__.. 3 jtiga) hart kerja
Usahla atau Badan Hukum prermoehonan Gz ol 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
yang bergerak melakukan q.ﬁ.“.h,::z_ _..:..___*“._u__....::: ”“ wu_."_:_ﬁ Copy EMW__W
e . . informoasi dan . Fhoto Copn 1S
rrﬂn:q:ﬁ, .:,,..:r: harus pesddafiaran 5. Fhoto _n..._“_ﬂ...m“ KTpP
memiiki ian 20 Menyerghakan syarat | G0 Relowendasi Do OPD Teknis
permohonan sebagai 7. Fhoto Copy 'eta Lokasi dan Denaly Banguricn
Komitmen persyaratan | 8. Dendldy/ Alamat
izin % Push Plioto <ix6 sebanyak 3 Lembar
. Syoarat lenghogs,
Prosese pemohion
daptt mengambil
) dokumen Perizinan - B




63.1IZIN USAHA PETERNAKAN

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
| Izin ...“mn_:n m, - 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang ﬁmﬂmﬂnrhhm h“..._.n: W.MHH mﬂwﬁﬂﬁnam:ﬁ dan .ﬁml_.qﬁ.:zmn:
Peternakan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan fg- it wmwm_ .u_ alam  melaksanakan
Undang Nomor 41 Tahun 2014 e
2, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Terintegrasi secara Elektronik <
3. Peraturan ﬁn:ﬁﬂ_::r: Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya
Hewan Peliharaan
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 31/ Permentan/ OT.140/2/2014
tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang
baik
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Nasional
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 teniang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Keputusan Menteri Pertanian  Nomor 04/ KPTS/0T.210/6/2002
tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
8, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
9. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
—— e Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Leliong. _
—— S A : = ) A =
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu _
R 6 . | 7 . | 8 - i R | |
Setiap Orang atau Badan | 1. Pemohon datang ke 1. Mengisi Formulir Permohonan; T Rp. O- "3 (tiga) hari kerja
Dsalwa atens Baelan Fhkom foket DPMPTSE mengisi | 2. Nomor Induk Berusaha (NIT)
yang bergerak melakukean Formulir Permalionan a4 Foto Copy S8,
kegiatan  usaha harus | 2 Mengerahkan syarat A IMI3;
A permohonan sebeagai 8. Nekomendasi dari OPD Teknis
Lol komitmen persyaratan 5. Dokumen SPPL/UKL-UPL;
FATT]
A Sigerl H.!..._q.:__.r....__...... Jrases
pemaolion dlapat
erecrneperndal Phokosen
Pepfeiirern

2Dipindai dengan CamScanner
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64.1ZIN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN

Masa Pemberi H
Jenis Izin Berlaku | Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan |
Izin
| Izin %mn__wn 2 3 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun mﬂmm tentang Pertkanan Untuk Nmzmnﬂn:n..w dan perlindungan
Bdaya 2. Peraturan m,mm.__.mhm: Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan | Pelaku Usaha dalam melaksanakan
Perikanan Terintegrasi secara Elektronik ] ) aktifitas berusaha
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanary
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Usaha Perikanan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanar Nasional
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 8 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
8. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.268.VI Tahun 2019 u.m...:.,nzm
Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan Pernzinan
| dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
| Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
& 7 8 9 10
Setinp Orang atau Badan | 1. Pemohon datang ke loket 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0, 3 (tiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum DPMPTSP mengisi Formulir 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
yang bergerak melakukan Permohonan 3. Foto Copy SIUF;
kegiatan usaha harus | 2- Menyerahkan syarat 4. IMB;
ST permohonan sebagai 5. Rekomendasi dari OFD Teknis
memiiil ssin komitmen persyaratan izin 6 Dokumen SPPL/UKL-UPL;
3. Syarat lenghap, proses
pemohon dapat mengambil
Dokumen Perizinan

i dengan CamScanner

=

R ) .



65.1ZIN MENDIRIKAN HOTEL

Pemberi

Masa
Jenis Izin Berlaku | Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tufuan
- Izin
! 2 a 4 Lt Untuk K 2 :
Izin . Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 tentang Kepariunsataan 7t enyamanan dan perlindungan
Mendirikan 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pelaku  Usaha dalam melaksanakan
Hotel Perizinan Terintegrasi secara Elektronik aktifitas berusaha
3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata
4, m.man__n.ﬂ_: Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayjanan Terpadu Satu Pintu
5, m,mﬂﬁﬁnqt____mam;mml .umﬂbﬂinﬁnﬁz Aparatur Negara Enﬂn_w 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistern Informasi Pelayanan
Nasional
6. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pengelolaan Kelas Hotel
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 122 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah
8 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
9, Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180,368.VI Tahun 2013
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Walktu
6 T 8 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pemohon datang ke 1. Nomor Induf Berusaha (NIB) Rp. O,- 3 (tiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum loket DPMPTSP mengisi | 2. Mengisi Formulir Permohondan
yang bergerak melakukan Formulir Permohonan 3. Foto Copy SILP
kegiatan usaha hireis | & Menyerahkan syarat 4. IMB
S permohonan sebagai 5. Akte Pendirian dari Notaris
memliki wzin komitmen persyaratan | 6. Rekomendasi OPD Teknis
izin 7. Dokumen SPPL/ UKL-UPL
. Syarat lenghap, proses
pemohon dapat
mengambil Dokumen
Perizinan

SDipind

i

i-gdengan Camscanner

Tk



66.1ZIN PENELITIAN

Masa
Jenis Izin Berlaku

Pertimbangan

Pemberi

Dasar Hukum

Maksud dan Tujuan

Izin
2

e

3

4

Izin
Penelitian

b

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian Pengembangan  dan  Penerapan Itmu Pengetahuan
Teknologi

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Penizinan Terintegrasi seeara Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &4 Tahun 2011
tentang Podoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Nasional

Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan

_ Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong

Untuk kenyaman dan perlindungan dailam |
melaksanakan penelition

Sasaran

Prosedur

Persyaratan

Standar Biaya

Waktu

&

7

8

10

Kalangan Akademisi, _

perusahaan yang bergerak
dalam bidang jasa dan

pelayanan,
penelitian, LIFI DLL

bidang

ha

. Pemohon datang ke

loket DPMPTSP mengist
Formulir Permohonan

. Menyerahkan syarat

permohonan sebagai
komitmen persyaratan
zin

. Syarat lenghap, proses

pemohon dapat
mengambil Dokurmen
Perizinan

1. Foto Copy KTP
2. Mengisi Formulir Permohoiarn
3. Rekomendasi dari OFD Teknis

...—N.rﬂu.. in

3 {tiga) hart kerja

i
|
1

i
f

o T TR

-

dengan CamScanner

Wipindai




67.SURAT 1IN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURA

——

_ Masa Pemberi | e ———
Jenis Izin Berlaku | Pertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
— Izin _ . B o . A——
2 | 2 | i 4 e e S S il
Surat Imin | - . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura fzin yang  diberikan ok
.m.w__;?u 2 Peramran Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang  Pelaganan | mengembangbiaken T bortik ulture
m_r_m_qinw_: | Perizinan Terintegrasi Seeara Elekironik
Hortikulnlar | . 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/ Permentany PD.200/ 6/ 2014
_ _ tentang Pedoman Perizinan Budidaya Holtikultural
4. Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpache Scate Pinfe
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggarnan Sistem fnformeast Pelayanan
| Nasional
6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nemor 180.368.VI Tahun 2019
_ Tentang Pelimpahan Kewenangan Peaandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayarnan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Basaran _ Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
6 _ 7 8 9 SEa 10
Seriap Orang atau Badan | 1. Pemohon datang ke 1. Mengisi Formulir Permohonan Rp. 0,- 3 ftiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum |  loket DPMPTSP mengisi | 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
yang bergerak melakukan Formulir Permohonan 3. Fheto Copy KTP
kegiatan usahe harus | 2 Menyerahkan syarat 4. NPWP
T permohonan sebagat 5. BRIS
memiiki izin kamitmen persyaratarn 6. IMB
izin 7. Dokumen SPPL/ UKL-UPL
3. Syarat lengkap, proses | 8. Rekomendasi dari OFD Teknis dan Sertifiknsi  Benih
pemohon dapat Tanaman dan Heltikultura
merngambil Dokumen
| Perizinan

Ripindai dengan CamScanner



68.1ZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

_ Masa . Pemberi | 1
Jenis Izin Berlaku FPertimbangan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan
| — Izin | |
e 2 3 4 . . 5 —
fzin < Tim Teknis 1. Undang-Undang Nemor 32 Tahhun 2009 tentang Perlindungan dan | Izin yang dikeluarkan untuk mengurangi
Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) . .| 9an atau menghilangkan sifat bahaya dan
Limbah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tohun 1999 tentfang Analisis .w_“ﬁw_u TEICLy
Bahan Dampak Lingkungan
Berbahaya | 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
dan _ Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik )
Beracun 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
(B3} Lingkungan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun ME.M
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SPPL)
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.56/ MENLHK-Setjen Tahun 2015 tentang Tatacara dan
Persyaratan Teknis Pengelolahan Limbah Berbahaya dan Beracun
Pelayanan Kesehatan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Pedoman Izin Lingkungan
_ 9. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Rejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
b6 7 8 9 10
Setiap Orang atau Badan | 1. Pemehon datang ke 1. Mengisi Formulir Permohonan Tidak dikenakan 3 (tiga) hari kerja
Usaha atau Badan Hukum loket DPMPTSP 2, Mﬁﬁow Induk Berusaha (NIB) biaya
: mengisi Formulir 3. KTP
m::.m__ bmﬂmﬂrgaﬁanﬁ_wn:. m.m:zsﬂgxnn 4. NPWP
m@ﬁﬂ.:. .En s | g Menyerahkan syarat 5 RFIS
Wiilthe-Eginy permohonan sebagai 6. Rekomendasi dari OPD Teknis
komitmen 7. Denah/Alamet
persyratan izin & Surat Pernylaaan Penanggung Jawab
3. Syural lengfap, 9 Dokumen SPPL/UKL-UPL
proses pemahon 10. Fhoto Copy IMB
dapal mengamibil
........ Dokumen Perizinan | |..M
=
Fo1d

—————— e i

C SDipindai dengan CamScanner




69.1ZIN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

Masa Pemberi
Jenis Izin Berlaku Pertimbangan | Dasar Hukum Maksud dan Ty udn
— Izin
L 1 2 3 4 5
Iz=in Tim Tcknis I. Peramran Menteri Pemberdagaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun | Untuk memeberikan kenyamanan dan
Benisaha 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan | perlindungan bagi pelaku usaha dalam
Sektor _ Nasional melaksanakan usahanya
Pertarian | 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
. n Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
_ 3. Keputusan Bupafi Rejang Lebong Nomor 180.368.VI Tahun 2013
_ Tentarig Pelimpahan Kewenangan Penandatangan dan Pengolahaan
_ Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten REejang Lebong
Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Biaya Waktu
6 7 8 9 10
Seriqp Orang atau Badan Pemohon datang ke Mengisi Formulir Permohonar Ep. 0,- 3 (tiga) harn kerja
Usaha atau Badan Hukiim loket DPMFPTSP Nomor Induk Berusaha (NIB)

uang bergerak melakuican

kegiatan usaha
| memliky izin

hoarus

mengisi Formulir
Permohonan
Menyerahkan syarat
permohonan sebagai
komitmen
persyaratan izin
Syarat lengkap,
proses pemohon
dapat mengambil
Dokumen Penzinan

0Dy b R Lo b

Fhaoto Copy KTP

Mengisi Formulir Permohonan
Fhoto Copy KTP

NPWP

BRJS

IMB

Rekomendasi dari OPD Teknis

§
]
]

Dipindai dengan CamScanner



70.1ZIN MENDIRIKAN KOPERASI

Muasa
wJenis Izin Derlaku
Izin
i 2
fain |
Menelivikan |
Kuperusy |
|
Basaran
[

Setieaps Chrearaty atea Haden
Fioethes eitentd Fesedoan Hiakiam
wparieg bergerak melababan

Feepieateirs el

e enlika e

heirnis

| Pertimbangan

Pemberl

]
T Teknis L.

Prosedur
7

Preanebiesny elesteirg b
feaboet DPMPTTST
e Povmidie
Peeporuskasriciet
Meniperubibean sigaral
permihonen sebagal
kearml praeen

Jrers el e L
Lingeareal fepagk g,
et puetneshitin
eleipscil pneniegeasnlnl
Fnkrarin Feerizzintin

Hnedirneg Unielianieg Nomor 17 Treehin
2 Meratran Pemerintaht Nomor 24 Tafuin

Periznan Henasabha Tenntegroed S
A Peraturan Menten Koperasd dan (1M N

Pengederoppeisonnin «
4. Peraturan Mentesi Dalam Negerd

Pongedengegesicin Pelrgeetin Terpsaach
5. Kepnatusaan Mgty
Tentaneg Pelirapethan Ke
Perizinen dan Nop Perizinan
Prelayanan Tergaelu st pint Kealmpaten Rejuny Lebong

Deescer Mk

q

werred Plektrenik

it Poemlaineien Perboperd et
MNumar  [H
3 St Pt

Peeaiey Ladmangg Nomor 1

Persyaratan
.|
1. Mengini Farmulie Fermohonan
2, Fhate Copy KT
3 NPWP
4. HEIS
5 IMn

fi.  Neamo Eoperoast dan Temnpsl Eedduduban Koperas
7 Nema Pendic der Peranghal srguanisest Koperes,
&, Jenis Koperasi dan Modal Koperasd

4 Akte Pendirian Eoperasi

10, Febomenedei elari QP Tekns

]2 tesdinngg Perhoperiain
il i tentangg Pelapinedn

o Tahwin 201H lentanif
Terhany 2017 lenling

s, 460, VI Tehun 20179

speenpennegens Penaaelalongon dvane Pepggraleddieiean

Fepreli Iiviein Penandimein Moeleal dlen

Maksud dan Tufuan

5
Lleigh.  ineineberiban banggemeiraeen e
__..,_..1_1__:.._1_____.2._...___1_1__ .._D._.___._ b___.b______.:_ TRty :‘1.‘11_
retek sanaban asahangga weeie menjoddi
geretkan Bhonomi rakgat sertn thut |
enlreanijian Teatiirieii prisreknaniir
HMeavtemed

' Standar Blaya | Waktu _

9 10
Kp. 0, 3 frieges) bueied Bered

anner

~
o

CamsSi

"

Dipindai dengan




